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IKHTISAR EKSEKUTIF
Dari tandatangan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Kepa-

la BPSDM Provinsi DKI Jakarta, terpancar harapan akan pencapaian yang sesuai dengan target yangt tel-
ah diperjanjikan dalam setiap Indikator Kinerja Utama (IKU). Meskipun dihadapkan pada tantangan yang 
berat, semangat dan dedikasi BPSDM Provinsi DKI Jakarta menghasilkan capaian akuntabilitas kinerja 
yang membanggakan. Dalam setiap langkah, BPSDM Provinsi DKI Jakarta mampu melampaui batas-ba-
tas capaian yang telah direncanakan, membuktikan bahwa dengan kerja keras dan kolaborasi yang sin-
ergis, setiap tantangan dapat diatasi, dan setiap impian dapat diwujudkan.
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Selain dari hal trersebut diatas, masih terdapat keberagaman indikator yang diberikan kepada 
BPSDM Provinsi DKI Jakarta di tahun 2023 dalambentuk Kegiatan Strategis Daerah (KSD) sebanyak 6 
(enam) indikator, Sasaran Khusus sebanyak 18 (delapan belas) indicator, Sasaran Operasional sebanyak 3 
(tiga) indikator.

Sasaran Strategis BPSDM Provinsi DKI Jakarta di implementasikan dari Tujuan dan Sasaran BPSDM, 
yang didukung oleh fondasi kokoh Rencana Strategis Tahun 2023-2026, yang diperkuat oleh 2 (dua) Pro-
gram Prioritas dan satu Program Penunjang, yang di uaraikan dibawah ini:



vi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Faktor keberhasilan dan penghambat menjadi pemandu yang mengatur arah perjalanan BPSDM 
Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2023 dalam meraih pencapaian dan menghadapi tantangan, faktor 
yang menjadi penentu keberhasilan antara lain: Komitmen yang kuat untuk mengintegrasikan berb-
agai indikator kinerja, termasuk dari Kegiatan Strategis Daerah, Sasaran Khusus, dan Sasaran Operasional. 
Dengan pemahaman yang mendalam serta dukungan kuat dari program-program prioritas yang telah 
dirumuskan. BPSDM Provinsi DKI Jakarta mampu mengalirkan energi positif ke setiap aspek pelaksa-
naan tugasnya. Ini tidak hanya memungkinkan pengukuran kinerja yang holistik, tetapi juga memberi-
kan arah yang jelas dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Namun, di balik pencapaian tersebut, terdapat tantangan-tantangan yang perlu dihadapi. Salah 
satu penghambat yang muncul adalah kompleksitas dalam mengelola berbagai indikator kinerja yang 
tersebar dari berbagai sumber. Koordinasi yang efektif dan sinergi antar unit kerja menjadi kunci untuk 
memastikan bahwa semua aspek kinerja terintegrasi dengan baik dan tidak terjadi tumpang tindih. Se-
lain itu, terdapat pula kendala terkait dengan terbatasnya sumber daya baik manusia maupun sarana dan 
prasarana serta teknologi yang menjadi hambatan dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja. Dengan 
tantangan-tantangan ini, BPSDM dapat merancang strategi yang tepat untuk mengatasi setiap ham-
batan dan menjadikannya sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang lebih lanjut. 

Untuk melakukan Rencana Aksi di Tahun 2024, BPSDM Provinsi DKI Jakarta mempunyai 3 (tiga) in-
dikator sebagai berikut:
A.	Indeks sistem merit pada aspek dan sub aspek lingkup BPSDM, adapun Rencana Aksi yang akan 

dilakukan pada tahun 2024 adalah:
1.	 Penyusunan Grand Design Kelembagaan serta Dukungan Kepegawaian dan Pengembangan Kom-

petensi SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menuju Kota Global;
2.	 Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai melalui praktik 

kerja dan pertukaran pegawai.
B.	Peningkatan Profesionalitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara, adapun Rencana Aksi yang akan dilaku-

kan pada tahun 2024 adalah: Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah;
C.	Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta, adapun Rencana Aksi yang akan dilakukan 

pada tahun 2024 adalah:
1.	 Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas;
2.	 Pelaksanaan Rapat koordinasi Pengembangan Kompetensi.
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Latar BelakangA.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) bukan sekadar kewajiban rutin, tetapi 
adalah ekspresi nyata tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta. Sejalan dengan aturan main dari regulasi 
tingkat pusat hingga daerah, termasuk dalam lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kami tidak 
hanya mengejar pencapaian sasaran strategis, tetapi juga menampilkan transparansi dan akuntabilitas 
kinerja dengan gaya yang lebih informatif. 

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kin-
erja Instansi Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan terbaru adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pe-
merintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
Aturan tersebut memberikan landasan bagi OPD untuk berinovasi dalam menggelar pertanggungjawa-
ban. Kami tidak hanya menyusun LKIP sebagai rutinitas, tetapi sebagai laporan yang dapat memberikan 
informasi mengenai prestasi dan komitmen dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam upaya mengejar standar good governance, Laporan Perjanjian Kinerja bukan hanya sebuah 
dokumen, melainkan sebuah karya nyata untuk perbaikan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun. 
Setiap halaman menjadi lembaran cerita perjuangan OPD, yang diukir dengan transparansi yang tak 
mendalam serta akuntabilitas yang tajam.

Kami, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta, melihat LKIP ini bukan 
hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai panggilan untuk menunjukkan keberanian dan dedikasi kami 
dalam mencapai tujuan strategis. Dalam memahami peran kami, kami tidak hanya mengikuti aturan, 
tetapi menciptakan standar baru dalam pertanggungjawaban yang dinamis dan bergaya. Mari bersa-
ma-sama menjelajahi cerita kesuksesan dan tantangan kami dalam mengukir prestasi di tengah dinami-
ka pemerintahan yang terus berubah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang 
Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, BPSDM Provinsi DKI Jakarta adalah unsur pelaksana Pe-
merintah Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Keberadaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya 
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), di Provinsi DKI Jakarta menjadi pilar utama da-
lam merespons kebutuhan pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementeri-
an/Lembaga/Daerah. 

Seiring dengan perkembangan dinamis di berbagai sektor, kegiatan pengembangan kompetensi 
di tingkat OPD menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas ASN di khususnya di 
Provinsi DKI Jakarta dan di Kementerian/Lembaga/Daerah pada umumnya. BPSDM Provinsi DKI Jakarta, 
sebagai garda terdepan dalam pengembangan kompetensi, memainkan peran strategis dalam menye-
laraskan kegiatan pembelajaran dengan kebutuhan yang terus berkembang. Sebagai wahana inovasi, 
BPSDM berupaya secara terus-menerus menghadirkan program pengembangan yang responsif, men-
cakup tingkat lokal, nasional, dan bahkan internasional.

Kegiatan pengembangan kompetensi tidak lagi hanya sebagai rutinitas, tetapi menjadi sumber in-
spirasi dan pemacu perubahan. ASN di Provinsi DKI Jakarta dan di Kementerian/Lembaga/Daerah pada 
umumnya diharapkan tidak hanya menjalankan tugasnya secara konvensional, melainkan juga terus 
meningkatkan kualitas diri melalui berbagai program yang disediakan oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

BAB I.
PENDAHULUAN
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Tabel. 1
Data ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Pusdatin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Pusdatin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

b. Berdasarkan Agama

Dalam hal kuantitas, upaya peningkatan kapasitas ASN diukur melalui partisipasi aktif dalam kegia-
tan pengembangan kompetensi. Semakin banyak ASN yang terlibat, semakin kuat fondasi keunggulan 
kompetitif di tingkat individu maupun organisasi.

Sementara itu, aspek kualitas menjadi fokus utama. BPSDM Provinsi DKI Jakarta berkomitmen un-
tuk menyediakan program pelatihan dan pengembangan yang tidak hanya relevan dengan tuntutan 
pekerjaan saat ini, tetapi juga antisipatif terhadap dinamika masa depan. Kemampuan baru, kepemi-
mpinan yang efektif, dan adaptabilitas menjadi parameter kualitas yang diperlukan dari setiap ASN.

Dengan demikian, harapan terbesar adalah terwujudnya ASN di Provinsi DKI Jakarta dan di Kemen-
terian/Lembaga/Daerah pada umumnya, yang tidak hanya unggul dalam kuantitas, tetapi juga mampu 
beradaptasi dan berkembang, siap menghadapi tantangan di level lokal, nasional, bahkan internasional. 
Keberhasilan BPSDM Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan perannya sebagai penopang pengemban-
gan kompetensi menjadi kunci penting dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Data ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per tanggal 31 Desember 2023, dengan rincian sebaga 
berikut:
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c. Berdasarkan Usia

d. Berdasarkan Pendidikan

Sumber: Pusdatin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Pusdatin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
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e. Berdasarkan Status Pegawai

f. Berdasarkan Eselon

Sumber: Pusdatin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Pusdatin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
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g. Berdasarkan Golongan

f. Berdasarkan Wilayah Kerja

Sumber: Pusdatin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Pusdatin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Tujuan dan ManfaatB.
Maksud penyusunan LKIP BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 ini bertujuan untuk melak-

sanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah, pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari 
SAKIP. 

Adapun tujuan penyusunan LKIP BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 sebagai berikut:
1.   Menguraikan Target Kinerja yang Diperjanjikan

Dalam setiap baris laporan ini, kita akan menyusuri jejak target kinerja yang telah kami rancang den-
gan penuh perencanaan dan dedikasi. Dari penguasaan teknologi hingga peningkatan kapasitas ASN, 
setiap target adalah komitmen kami untuk menciptakan lingkungan yang lebih efisien dan berkuali-
tas. Melalui pengungkapan yang jelas, kami ingin membagikan tujuan dan sasaran kami tentang masa 
depan yang lebih baik untuk pelayanan publik.
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2.  Gambaran Keberhasilan/Kegagalan dalam Pencapaian Target
Laporan ini mengajak para stakeholders untuk menyelami realitas keberhasilan dan kegagalan yang 
dihadapi oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta selama tahun anggaran 2023. Dengan membuat informasi 
yang transparan, kami tidak hanya akan merayakan pencapaian gemilang, tetapi juga mengakui se-
tiap rintangan yang mungkin dihadapi. Setiap data dan indikator dipaparkan dengan jelas dan dapat 
dipertanggungjawabkan, memberikan gambaran lengkap tentang perjalanan organisasi.

3.  Bahan Evaluasi untuk Perencanaan Program dan Kegiatan
Sebagai bahan evaluasi, laporan ini bukan hanya dokumen statis, melainkan katalisator perubahan. 
Semua pemangku kepentingan diharapkan dapat membaca setiap halaman sebagai inspirasi dalam 
menyusun perencanaan program dan kegiatan di masa mendatang. Setiap catatan evaluasi menjadi 
titik awal untuk memetakan strategi yang lebih baik, merangkul pembelajaran sebagai pondasi utama 
pembangunan.

Adapun manfaat dari penyusunan LKIP BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 membawa sejum-
lah manfaat yang signifikan, mencakup berbagai aspek yang mendukung transparansi, akuntabilitas, 
dan peningkatan kinerja. Berikut adalah beberapa manfaatnya:
1.  Transparansi dan Akuntabilitas:

LKIP menjadi alat utama untuk menunjukkan transparansi dalam penyelenggaraan tugas dan tang-
gung jawab BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Dengan merinci pencapaian dan kinerja secara terperinci, 
laporan ini memungkinkan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, untuk melihat 
dengan jelas bagaimana anggaran dan sumber daya digunakan, serta sejauh mana target kinerja ter-
capai. Akuntabilitas menjadi lebih terjamin karena LKIP memberikan dasar yang kuat untuk pertang-
gungjawaban.

2.  Evaluasi dan Perbaikan Kinerja:
Laporan Kinerja tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga alat evaluasi yang efektif. Dengan 
mengevaluasi pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan, BPSDM Provinsi DKI Jakarta dapat 
mengidentifikasi keberhasilan dan kendala yang dihadapi. Hal ini membuka peluang untuk perbaikan 
berkelanjutan, memastikan bahwa setiap tahunnya menjadi tonggak lebih baik daripada sebelumnya.

3.  Basis Informasi Strategis
LKIP menyediakan basis informasi yang strategis bagi BPSDM Provinsi DKI Jakarta dalam meren-
canakan kegiatan dan program ke depan. Data dan evaluasi yang terkandung dalam laporan dapat di-
gunakan untuk merumuskan kebijakan baru, menyesuaikan strategi pengembangan, dan mengiden-
tifikasi area fokus untuk peningkatan kinerja di masa depan.

4.  Peningkatan Transparansi Publik:
Laporan Kinerja juga berperan dalam meningkatkan transparansi di mata masyarakat. Dengan mem-
berikan informasi terperinci tentang capaian kinerja dan penggunaan anggaran, BPSDM Provinsi DKI 
Jakarta memberikan gambaran yang jelas kepada publik tentang kontribusi dan dampak positif yang 
dihasilkan oleh lembaga tersebut.

5.  Penguatan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan:
LKIP menjadi alat untuk membangun dan memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, 
termasuk pemerintah pusat, pemangku kebijakan, dan masyarakat umum. Informasi yang jelas dan 
terukur yang disajikan dalam laporan dapat meningkatkan kepercayaan dan memperkuat komunikasi 
antara BPSDM Provinsi DKI Jakarta dengan berbagai pihak yang terlibat.
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Kedudukan Perangkat Daerah 

Tugas dan Fungsi

C.

D.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Perangkat Daerah, di dalam Sistematika tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 
Fungsi dan Bagan Struktur Organisasi BPSDM sebagai berikut:
1.	 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia;
2.	 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepa-

da Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
3.	 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sek-

retaris Daerah;
4.	Kepala Badan melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggu-

ngjawabkan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelati-
han.

1.	 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penun-
jang urusan pemerintahan bidang  pendidikan dan pelatihan;

2.	 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.	 penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja dan anggaran Badan Pengemban-

gan Sumber Daya Manusia;
b.	pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengembangan Sum-

ber Daya Manusia;
c.	 perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia;
d.	pelaksanaan pengembangan kompetensi;
e.	pengelolaan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil;
f.	 pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional pada Badan Pengembangan Sumber Daya Ma-

nusia;
g.	pengelolaan analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi pengembangan kom-

petensi;
h.	pengesahan Surat Tanda Tamat Pelatihan yang diselenggarakan Badan dan/atau PD;
i.	 pemberian sertifikat/Surat Tanda Tamat Pelatihan, piagam penghargaan bagi peringkat I, II dan III 

dalam rangka pengembangan kompetensi;
j.	 pengelolaan sertifikasi kompetensi;
k.	pembinaan, pengendalian, pengoordinasian dan rekomendasi pelaksanaan pengembangan kom-

petensi pada PD;
l.	 pengelolaan penjaminan mutu sertifikasi kompetensi;
m.	 pelaksanaan knowledge management;
n.	pengelolaan Jakarta Corporate University;
o.	pengendalian analisis kesenjangan kompetensi fungsional;
p.	pengelolaan sarana, prasarana dan teknologi pengembangan kompetensi;
q.	pelaksanaan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban 

penerimaan retribusi pelayanan pengembangan kompetensi;
r.	 pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/or-

ganisasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan bidang pendidikan 
dan pelatihan;
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s.	 pengelolaan data dan informasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendi-
dikan dan pelatihan;

t.	 pelaksanaan kesekretariatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
u.	pelaksanaan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelak-

sanaan tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
v.	 pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

1.  Struktur organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas: 
a.	 Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas: 

1)	 Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
2)	Subbagian Keuangan; 

b.	Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional; 
c.	 Bidang Analisis Kebutuhan, Perancangan, Pengembangan dan Evaluasi;
d.	Bidang Penjaminan Mutu, Tugas Belajar dan Sertifikasi Kompetensi; 
e.	Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas: 

1)	 Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik, terdiri dari Subbagian Tata Usaha; 
2)	Pusat Data dan Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari Subbagian Tata       	
	 Usaha; 

f.	 Jabatan Fungsional; dan 
g.	Jabatan Pelaksana. 

2. Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dibentuk unit kerja nonstruktural yang menye-
lenggarakan tugas sesuai dengan pembidangannya, yang terdiri atas: 
a.	 Subkelompok pada Sekretariat dan Bidang antara lain:

1)	  Subkelompok Program dan Pelaporan;
2)	 Subkelompok Pengembangan Kompetensi Dasar dan Kader;
3)	 Subkelompok Pengembangan Kompetensi Manajerial;
4)  Subkelompok Pengembangan Kompetensi Fungsional;
5)	 Subkelompok Analisis Kebutuhan;
6)	 Subkelompok Perancangan dan Pengembangan;
7)	 Subkelompok Evaluasi;
8)	 Subkelompok Penjaminan Mutu;
9)	 Subkelompok Tugas Belajar;
10) Subkelompok Sertifikasi Kompetensi;

b.	Satuan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis.
1)	 Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Pemerintahan dan Teknis;
2)	Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Strategis;
3)	Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural;
4)	Satuan Pelaksana Hubungan Antarlembaga;
5)	Satuan Pelaksana Pengelolaan Data;
6)	Satuan Pelaksana Sistem Informasi;
7)	Satuan Pelaksana Teknologi Pembelajaran;

Struktur Organisasi E.
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Bagan. 1
Struktur Organisasi BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Sumber:
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2023

tentang Perubahan Pergub 57 Tahun 2022 Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Aspek Strategis Organisasi F.
Dalam rangka menindaklanjuti sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 

- 2026, BPSDM Provinsi DKI Jakarta dengan cermat merancang aspek strategis yang sejalan dengan 
tujuan pembangunan daerah. Berikut adalah naratif yang disesuaikan dengan konteks Rencana Pemba-
ngunan Daerah:
1.  Penguatan Infrastruktur Teknologi dan Sistem Informasi:

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah, BPSDM Provinsi DKI Jakarta mengintegrasikan 
strategi penguatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi untuk mendukung visi pemerintah 
daerah. Penerapan teknologi canggih di dalam program pelatihan dan manajemen data menjadi lan-
dasan untuk menciptakan lingkungan administrasi yang efisien dan terkini.
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2.  Pengembangan Program Pelatihan Berbasis Kebutuhan Pemda:
Dalam mendukung kebutuhan spesifik Pemerintah Daerah, BPSDM Jakarta menyesuaikan pengem-
bangan program pelatihan untuk mencerminkan prioritas pembangunan daerah. Analisis mendalam 
tentang kompetensi yang diperlukan dalam merancang dan mengelola program pembangunan men-
jadi dasar untuk kurikulum pelatihan. BPSDM berperan aktif dalam menyediakan keahlian yang sesuai 
dengan kebutuhan lokal.

3.  Penguatan Kemitraan Lokal dan Internasional:
BPSDM Provinsi DKI Jakarta menjadikan penguatan kemitraan sebagai strategi untuk mendukung 
Rencana Pembangunan Daerah. Kolaborasi erat dengan lembaga pendidikan lokal, sektor swasta, dan 
mitra internasional menjadi kunci untuk menghadirkan program pelatihan yang berdaya saing dan 
mengakomodasi dinamika pembangunan daerah.

4. Peningkatan Evaluasi dan Pengukuran Dampak Pembangunan:
BPSDM memposisikan diri sebagai elemen kritis dalam pemantauan dan evaluasi dampak pemba-
ngunan daerah. Sistem evaluasi yang diperkuat digunakan untuk mengukur keberhasilan program 
pelatihan dan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan. Hal ini membantu Pemerintah 
Daerah untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang dikembangkan memiliki dampak posi-
tif pada pelaksanaan rencana pembangunan.

5. Pengembangan Kepemimpinan dan Inovasi Organisasi untuk Pemda:
Dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah, BPSDM Jakarta fokus pada pengembangan 
kepemimpinan yang terkait dengan kebijakan dan proyek-proyek pembangunan daerah. Program 
pelatihan khusus diperkenalkan untuk memperkuat kemampuan kepemimpinan yang mendukung 
transformasi daerah. Selain itu, budaya inovasi organisasi diimplementasikan untuk memastikan adop-
si ide-ide baru dalam rangka mendukung target pembangunan daerah.

Melalui strategi ini, BPSDM Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menyumbangkan sumber daya 
manusia yang berkualitas dan mendukung penuh Rencana Pembangunan Daerah, menciptakan sinergi 
yang kuat antara pengembangan kompetensi ASN dan agenda pembangunan yang berkelanjutan.

Sistematika PenulisanG.
Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Ta-

hun 2014, LKIP BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 
BAB I	 : PENDAHULUAN 

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis 
organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. 

BAB II 	: PERENCANAAN KINERJA 
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. 

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 
A. Capaian Kinerja 

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 
2023.

B. Capaian Strategis Kinerja 
Penjelasan detail terkait dengan capaian strategis kinerja dimasing-masing indikator kinerja. 
Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja 
sebagai berikut: 
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu 	
    dan beberapa tahun terakhir; 
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3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah 
yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional; 
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alter-

natif solusi yang telah dilakukan; 
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (SDM dan Anggaran);
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

pernyataan kinerja;
8. Rencana Kedepan guna meningkatkan capaian.

C. Sumber Daya Manusia BPSDM, menjelaskan tentang kondisi SDM di BPSDM Provinsi DKI Ja-
karta. 

D. Realisasi Anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang 
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Ki-
nerja.  

BAB IV	: PENUTUP 
Pada bab ini diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa men-
datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya serta saran dan re-
komendasi dari Inspektorat untuk perbaikan kinerja untuk tahun yang akan datang.

 
LAMPIRAN 
1. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah;
2. Penghargaan dari tingkat Nasional / internasional;
3. Inovasi;
4. Lain-lain yang dianggap perlu.
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PENDAHULUAN

BAB II
PERENCANAAN
KINERJA
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Tujuan dan Sasaran Pada Rencana 
Pembangunan Daerah

A.

Sebagai perangkat daerah pada pemerintahan daerah yang berada di wilayah administrasi di-
mana pusat pemerintahan pusat berada maka dinamika dan kebutuhan atas pengembangan 

kompetensi SDM pemerintahannya sangat kompleks, di atas rata-rata pegawai pemerintahan daerah 
lainnya. Dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan kondisi warga yang sangat well-informed 
maka keunggulan layanan dan integritas birokrasi menjadi kata kunci yang tak dapat ditawar. Hal terse-
but selaras dengan visi gubernur sebagaimana tercantum dalam Tujuan dan Sasaran RPD.

Untuk itulah, salah satu upaya terpenting dalam menyiapkan SDM aparatur yang tangguh, se-
bagaimana tercermin dalam Pokok-Pokok Tujuan: “Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemer-
intah”. Atas dasar tersebut dimaksud maka peran dan kedudukan BPSDM Provinsi DKI Jakarta dalam 
mendukung ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih maju dan unggul.

Sebagai kesinambungan dari berbagai upaya atau transformasi yang telah dilakukan di masa-ma-
sa lalu, BPSDM Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk membenahi dan meningkatkan kual-
itas berbagai jenis layanannya melalui Kebijakan BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, yaitu 
“Meningkatkan pengembangan kompetensi ASN Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka meningkatkan 
kapasitas dan kualitas pemerintahan, sehingga mewujudkan organisasi pemerintah yang kokoh, 
maju dan modern dalam melayani masyarakat dan mampu berdaya saing dengan kota besar dunia.”

Oleh karena itu, dalam merumuskan Tujuan dan Sasaran BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang dituang-
kan dalam dokumen Renstra, sudah selayaknya untuk selalu sejalan dengan visi dan misi pembangu-
nan nasional dan Kementerian/Lembaga maupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi BPSDM 
Provinsi DKI Jakarta agar pelaksanaannya selalu dalam arah dan koridor yang benar. Untuk itu sangatlah 
perlu memperhatikan Visi dan Misi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (KemenPAN dan RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Lembaga Administrasi 
Negara RI (LAN RI).

Visi pembangunan nasional adalah “Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur”. Misi yang diemban un-
tuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah: (1) mewujudkan keamanan nasional yang mampu 
menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya 
maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) mewujudkan mas-
yarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) mewujudkan politik 
luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) mewujudkan kualitas hid-
up manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (6) 
mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan 
nasional; dan, (7) mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dari visi dan misi RPJMN dan setelah dipertajam dengan visi Kementerian PANRB: “Mewujudkan 
Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Refor-
masi Birokrasi”, yang diwujudkan melalui pelaksanaan misi, yaitu: (1) Mengembangkan Transparansi dan 
Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan; (2) Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif;

Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien; dan (4) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan 
Reformasi Birokrasi. Dengan demikian, BPSDM Provinsi DKI Jakarta juga harus mendukung gerakan 
reformasi birokrasi tersebut. Hal ini sudah ditunjukkan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM 
dalam melaksanakan pengembangan kompetensi sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur, da-
lam rangka mewujudkan birokrasi yang baik (good governance) dan bersih (clean government) serta 

BAB II.
PERENCANAAN KINERJA
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mencapai kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Guna lebih mengoperasionalkan Tujuan dan 
Sasaran BPSDM Provinsi DKI Jakarta maka perumusan Tujuan dan Sasaran mengacu kepada salah satu 
misi Kementerian PANRB, yaitu: Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang Kompeten dan Kompetitif.

Hubungan yang cukup relevan bagi pembuatan Renstra ini juga mengacu pada Renstra Badan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan visi “Mewujudkan 
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang Kompeten dan Profesional”, yang diwujudkan melalui 
pelaksanaan misi, yaitu: (1) Meningkatkan Standar Kompetensi Aparatur Pemerintahan dalam Negeri; 
(2) Menyelenggarakan Sertiikasi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri; dan (3) Mengembangkan Kom-
petensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri. Guna lebih mengoperasionalkan Tujuan dan Sasaran 
BPSDM Provinsi DKI Jakarta maka perumusan Tujuan dan Sasaran juga mengacu kepada ketiga misi 
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

Selaku lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan, program-program BPSDM Provinsi DKI 
Jakarta selalu terkait dengan instansi pembina diklat, yaitu Lembaga Administrasi Negara Republik Indo-
nesia (LAN RI). Hubungan yang cukup relevan bagi pembuatan Renstra ini juga mengacu pada Renstra 
Lembaga Administrasi Negara RI (LAN RI) yang menetapkan visi: “Sebagai Institusi Pembelajar Berke-
las Dunia yang Mampu menjadi Penggerak Utama dalam mewujudkan World Class Government 
Untuk Mendukung Visi Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan 
gotong royong”, yang diwujudkan melalui pelaksanaan misi, yaitu: (1) Mewujudkan SDM Aparatur ung-
gul melalui kebijakan, pembinaan, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang berstandar 
internasional; (2) Mewujudkan Kebijakan Administrasi Negara yang berkualitas melalui kajian kebijakan 
berbasis evidence dan penyediaan analis kebijakan yang kompeten; (3) Mewujudkan Inovasi Administrasi 
Negara yang berkualitas melalui pengembangan model inovasi serta penguatan kapasitas dan budaya 
inovasi; dan (4) Memujudkan organisasi pembelajar berkinerja tinggi melalui dukungan pelayanan yang 
berkualitas dan berbasis elektronik.

Guna lebih mengoperasionalkan Tujuan dan Sasaran BPSDM Provinsi DKI Jakarta maka perumusan 
Tujuan dan Sasaran juga mengacu kepada misi pertama LAN RI, yaitu Mewujudkan SDM Aparatur ung-
gul melalui kebijakan, pembinaan, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang berstandar 
internasional.

Tujuan yang akan dicapai oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta  dalam rangka pencapaian Tujuan Tahun 
2023-2026, sebagai berikut:
a.  Tujuan 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tujuan pengembangan kompetensi 
melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan knowledge management.

b. Sasaran 
Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah BPSDM 
Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut: Peningkatan kompetensi ASN dalam rangka menciptakan agen 
perubahan dan penggerak partsipasi masyarakat.  

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengemban-
gan Sumber Daya Manusia sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:
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Tabel 2
Tujuan dan Sasaran Renstra BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Setiap sasaran memiliki indikator kinerja dan targetnya masing-masing. Penjabaran lengkap men-
genai sasaran dan indikator kinerja akan tersaji pada Bab III Laporan ini.

Sebagai Pemerintah Daerah yang berakhir periode perencanaan jangka menengah pada tahun 
2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 
yang juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang 
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala 
Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 ini mer-
upakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur 
dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2023 sampai dengan 2026 
sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
oleh Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan 
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023- 2026. Dokumen Renstra merupakan penjabaran dari rencana 
pencapaian tujuan dan sasaran RPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah 
pelaksana Pembangunan.

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran men-
gacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan In-
struksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 menggunakan pendekatan yang berbeda karena 
tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen 
perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pe-
merintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan sebuah konsep RPD 2023-2026 yang mempertimbangkan 
hal-hal sebagai berikut:

1.	 6 Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025; 
2.	 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024;
3.	 5 Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022; 
4.	6 Isu-isu strategis 2023-2026. 
Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut teridentifikasi empat dimensi yang menjadi 

kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Keempat dimensi tersebut 

Sumber: Renstra BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

Rencana StrategisB.
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yaitu; dimensi lingkungan bangun (built environment), dimensi perekonomian (economic), dimensi ma-
nusia (human), dan dimensi pemerintahan (governance).

Sebagai perangkat daerah pada pemerintahan daerah yang berada di wilayah administrasi dima-
na pusat pemerintahan pusat berada maka dinamika dan kebutuhan atas pengembangan kompetensi 
SDM pemerintahannya sangat kompleks, di atas rata-rata pegawai pemerintahan daerah lainnya. Den-
gan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan kondisi warga yang sangat well-informed maka keung-
gulan layanan dan integritas birokrasi menjadi kata kunci yang tak dapat ditawar, hal tersebut selaras 
dengan Tujuan dan Sasaran RPD. 

Sebagai kesinambungan dari berbagai upaya atau transformasi yang telah dilakukan di masa-ma-
sa lalu, BPSDM Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk membenahi dan meningkatkan kuali-
tas berbagai jenis layanannya melalui Kebijakan BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, yaitu 
“Meningkatkan pengembangan kompetensi ASN Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka meningkatkan kap-
asitas dan kualitas pemerintahan, sehingga mewujudkan organisasi pemerintah yang kokoh, maju dan 
modern dalam melayani masyarakat dan mampu berdaya saing dengan kota besar dunia.”

Kebijakan tersebut akan diwujudkan melalui serangkaian Isu Strategis BPSDM Provinsi DKI Jakarta 
Tahun 2023-2026, sebagai berikut:
1.	 Strategi pengembangan pembelajaran melalui Jakarta Corporate University (JakCorpu);
2.	 Learning Management System melalui Mobile Learning;
3.	 Kerjasama sektor publik dan privat dalam bentuk pengembangan kompetensi melalui Jakarta Public 

Policy Center (JPPC);
4.	Pengembangan kompetensi SDM pendukung program prioritas Pejabat Gubernur Provinsi DKI Jakar-

ta;
5.	 Sertifikasi Pegawai dalam rangka mewujudkan pegawai yang memiliki integritas, kompetensi dan pro-

fesionalisme yang tinggi dalam memberikan pelayanan prima bagi Masyarakat;
6.	Pelestarian asset berupa pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman operasional dan manajerial 

melalui pelaksanaan program manajemen pengetahuan (knowledge management).

Berpijak pada tujuan dan sasaran tersebut serta dilandasi nilai-nilai budaya kerja BPSDM Provinsi 
DKI Jakarta, yaitu: profesional, integritas, komitmen, inovatif, dan kerjasama, BPSDM Provinsi DKI Jakarta 
terus bertranformasi untuk menjadi lembaga pengembangan kompetensi yang bertaraf internasional 
dengan terus melakukan reformasi di segala aspek layanan dan peningkatan kapasitas kelembagaan 
guna meningkatkan keunggulan kompetitifnya.

Pada tanggal 24 Mei 2023 telah dilakukan penandatanganan  Perjanjian Kinerja antara Gubernur 
DKI Jakarta dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta, yang 
isinya antara  lain:

Perjanjian Kinerja Perangkat DaerahC.
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Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Be-
lanja Daerah Pprovinsi DKI Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2023 
tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Adapun rincian anggaran pada BPSDM 
Provinsi DKI Jakarta, terdapat dibawah ini:

Program dan AnggaranD.

Tabel 4.
Anggaran Belanja Tahun 2023

Sumber: Renstra BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026
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PERENCANAAN KINERJAPENDAHULUAN

BAB III
AKUNTABILITAS 
KINERJA
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Capaian KinerjaA.

Akuntabilitas kinerja bukan sekadar sebatas catatan, melainkan cerminan sejauh mana setiap 
langkah yang diambil oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta mengarah pada pencapaian tujuan dan 

sasaran yang telah digariskan dalam perencanaan strategis. Pengukuran kinerja menjadi pilar utama 
dalam memetakan kesuksesan atau kegagalan setiap kegiatan, mengacu pada program dan kebijakan 
yang dirancang untuk meraih tujuan dan sasaran organisasi.

Bagi BPSDM Provinsi DKI Jakarta, pengukuran kinerja bukanlah sekadar rutinitas, melainkan suatu 
perjalanan sistematis dan berkesinambungan. Inilah panggung evaluasi yang membuka tirai atas ke-
berhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2023. Indikator kinerja bukan hanya 
sekadar angka, melainkan representasi konkret dari pencapaian secara menyeluruh oleh BPSDM Provinsi 
DKI Jakarta.

Pencapaian kinerja menjadi tolok ukur, sekaligus refleksi kontribusi dari setiap bagian BPSDM 
Provinsi DKI Jakarta. Melalui langkah-langkah dan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun lalu, setiap 
jajaran BPSDM Provinsi DKI Jakarta telah turut berperan aktif dalam membentuk keseimbangan kinerja 
yang menjadi sorotan.

Walau perjalanan tahun 2023 diwarnai oleh berbagai keberhasilan, kita tidak dapat menutup mata 
terhadap kenyataan bahwa beberapa target masih berada di luar jangkauan. Namun, di balik setiap keg-
agalan, terdapat semangat untuk lebih baik, untuk mengevaluasi dan memperbaiki langkah-langkah ke 
depannya.

Pada akhirnya, rincian tingkat capaian kinerja dari masing-masing indikator bukan hanya lemba-
ran angka, melainkan cerita yang hidup. Cerita tentang perjuangan, keberhasilan, dan kesungguhan dari 
seluruh tim BPSDM Provinsi DKI Jakarta dalam merintis perjalanan yang tidak hanya mengukur kema-
juan, tetapi juga memberi arah untuk masa depan yang lebih gemilang.

BAB III.
AKUNTABILITAS KINERJA
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Tabel 5.
Pelatihan yang Dilakukan BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023
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Capaian Strategis Kinerja B.

BPSDM Provinsi DKI Jakarta mewujudkan transparansi dan keandalan dalam mengevaluasi ca-
paian kinerja dengan merangkul data dari beragam sumber yang dapat dipercaya. Setiap detail 

dianalisis dengan cermat, termasuk data dari Indeks Profesionalisme ASN yang dikumpulkan melalui 
instrumen yang telah melewati validasi yang dari Badan Kepegawaian Nasional. 

Proses pengumpulan data bukanlah sekadar rutinitas, melainkan pencarian kebenaran yang me-
merlukan ketelitian dan validitas. Instrumen yang digunakan, termasuk menggunakan alat teknologi, 
tidak hanya menjadi alat pengukur kuantitatif, melainkan representasi kualitatif dari pandangan ASN. Ini 
adalah langkah nyata dalam menjalin hubungan yang kuat dan saling percaya antara BPSDM dan ASN.

Setiap hasil analisis capaian kinerja tidak hanya dipandang sebagai catatan, tetapi sebagai pan-
dangan mendalam yang menyusup ke setiap kriteria penilaian. Proses ini memastikan bahwa setiap 
elemen penilaian bersinergi dan saling mendukung, menciptakan fondasi yang kokoh untuk evaluasi 
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menyeluruh. Kami tidak hanya menganalisis pencapaian kinerja, tetapi juga memahami akar masalah 
yang mungkin muncul pada setiap kriteria.

Dalam upaya memastikan konsistensi, hasil analisis tidak hanya diterima begitu saja. Kami melaku-
kan pengecekan ulang terhadap setiap kriteria dan mengkrosceknya dengan hasil analisis keseluruhan. 
Keselarasan antara setiap kriteria penilaian dan hasil analisis menjadi kunci dalam memastikan integritas 
dan keandalan evaluasi capaian kinerja BPSDM.

Analisis capaian kinerja di BPSDM bukan hanya sekadar melihat permukaan, melainkan mengek-
splorasi ke dalam setiap sudut dan celah untuk mengidentifikasi akar masalah. Ini adalah langkah kritis 
dalam merinci langkah-langkah perbaikan dan memastikan BPSDM terus berkembang sebagai lemba-
ga yang responsif dan progresif.

Adapun hasil analisis capaian kinerja yang dilakukan sebagai berikut:
1.  Capaian Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis pada Perkin Tahun 2023 terdiri atas Indikator Tujuan dan Sasaran serta Kegiatan 
Strategis Daerah (KSD) yang telah disepakati oleh para Kepala Perangkat Daerah, berikut realisasi 
capaian Sasaran Strategis BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, sebagaimana dijabarkan capaian 
realisasi kinerja sebagai berikut: 
a.	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi (target 38,7 dan realisasinya belum dirilis 

oleh BKN untuk Tahun 2023)
Indikator ini merupakan tujuan dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta, yang mempunyai dasar hukum 
yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Ta-
hun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala 
Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan 
Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. 
Indikator Indeks Profesionalitas diartikan sebagai suatu instrumen yang digunakan untuk men-
gukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan se-
bagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Kriteria 
yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN Dimensi kompetensi (40%).
Target, Pelaksana, Dan Prinsip Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dengan uraian sebagai 
berikut:
1)	 Target Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu seluruh Pegawai ASN yang bekerja di 

lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
2)	Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan di seluruh Instansi Pusat dan Instansi 

Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dalam 
pengelolaan Pegawai ASN pada masing-masing instansi;

3)	Kebijakan umum dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan oleh Kementeri-
an Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, sedangkan tata cara dan pelak-
sanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan oleh BKN. 

Metode pengukuran menggunakan dengan cara jumlah total hasil perkalian dari bobot dimen-
si/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator yang dilakukan secara 
mandiri (mempedomani Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara 
dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN). 
Standar Dan Dimensi Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sebagai berikut:

a)	Kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui: 
1) Dimensi Kualifikasi

(1) Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendi-
dikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;

(2) Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan 
Pengukuran;
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(3) Indikator yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS, 
meliputi: 
1)	 Pendidikan S-3 (Strata Tiga); 
2)	Pendidikan S-2 (Strata Dua); 
3)	Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat); 
4)	Pendidikan D-III (Diploma Tiga); 
5)	Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/

sederajat; dan 
6)	Di bawah SLTA. 

(4)	Instrumen Pengukuran pada dimensi kualifikasi bobot penilaiannya sebagai berikut: 
a.	 Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan 

S-3 (Strata Tiga); 
b.	Bobot nilai sebesar 20 (dua puluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-2 

(Strata Dua); 
c.	 Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-1 

(Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat); 
d.	Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-III (Di-

ploma Tiga); 
e.	Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-II (Diploma 

Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan 
f.	 Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan di bawah 

SLTA.

2) Dimensi Kompetensi
1)	 Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengem-

bangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksa-
naan tugas jabatan;

2)	Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan 
Pengukuran;

3)	Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas: 
a.	 Diklat Kepemimpinan; 
b.	Diklat Fungsional; 
c.	 Diklat Teknis; dan 
d.	Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya. 

4)	Instrumen Pengukuran pada diklat kepemimpinan bobot penilaiannya sebagai berikut: 
a.	 Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, ja-

batan administrator, dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelati-
han kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki; dan 

b.	Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan 
administrator, dan jabatan pengawas yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan 
kepemimpinan sesuai dengan jabatan www.peraturan.go.id 2019, No. 556 -9- yang didudu-
ki. 

5)	Instrumen Pengukuran pada diklat fungsional bobot penilaiannya sebagai berikut:  
a.	 Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah 

mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki; dan
b.	Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan belum mengi-

kuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki. 
6)	Instrumen Pengukuran pada diklat teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP dengan bobot pe-

nilaian sebagai berikut: 
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a.	 Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, ja-
batan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pen-
didikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan 
fungsi jabatannya;

b.	Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan ad-
ministrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang belum mengikuti pendidikan 
dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi 
jabatannya;

c.	 Bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan 
pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua 
puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 

d.	Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum 
mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang men-
dukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir.

7)	Instrumen Pengukuran pada seminar/workshop/kursus/ magang/sejenisnya dengan bobot 
penilaian sebagai berikut:
a.	 Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, ja-

batan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti sem-
inar/workshop/ kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir; 

b.	Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan 
administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti seminar/
workshop/kursus/ magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir; 

c.	 Bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelak-
sana yang telah mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/ sejenisnya sesuai jabatan-
nya dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan 

d.	Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum 
mengikuti seminar/ workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) 
tahun terakhir. 

8)	Keikutsertaan dalam seminar/workshop/kursus/ magang/sejenisnya tersebut dibuktikan 
dengan sertifikat/surat tugas dan sejenisnya.

3) Dimensi Kinerja
1)	 Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja 

yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau 
organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta 
perilaku PNS. 

2)	Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Penguku-
ran.

3)	Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup sebagai beri-
kut: 
a.	 Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan 
b.	Perilaku Kerja Pegawai (PKP). 

4)	Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut: 
a.	 Bobot nilai sebesar 30 (tiga puluh) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 91 (sembilan 

puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) dengan kriteria sangat baik dalam 1 (satu) tahun 
terakhir; 

b.	Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 76 (tu-
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juh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan kriteria baik dalam 1 (satu) 
tahun terakhir; 

c.	 Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 61 (enam pu-
luh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dengan kriteria cukup dalam 1 (satu) tahun 
terakhir; 

d.	Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 51 (lima puluh satu) 
sampai dengan 60 (enam puluh) dengan kriteria sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 

e.	Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja 50 (lima puluh) ke bawah 
dengan kriteria kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.

4) Dimensi Disiplin
1)	 Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang 

memuat hukuman yang pernah diterima PNS. 
2)	Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.
3)	Indikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah 

diterima yang mencakup: 
a.	 Hukuman disiplin ringan;
b.	Hukuman disiplin sedang; dan
c.	 Hukuman disiplin berat.

4)	Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:
a.	 Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman 

disiplin; 
b.	Bobot nilai sebesar 3 (tiga) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin ting-

kat ringan; 
c.	 Bobot nilai sebesar 2 (dua) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin ting-

kat sedang; dan 
d.	Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin ting-

kat berat. 
5)	Hukuman disiplin yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu yang telah mempunyai 

keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
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Sumber:  Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan 
Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

Kesimpulan Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023
1.	 Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi tergolong Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 

91– 100;
2.	 Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi tergolong Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81– 

90;
3.	 Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja tergolong Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71– 80;
4.	Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin tergolong Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61– 70;

Setiap dimensi dalam Standar Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud diatas (1) mencakup bo-
bot, deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dari Standar Profesionalitas ASN. yang bersumber dari 
SIMPEG dan SAPK. 

Target pada tahun 2022 tercapai sebesar 38,16 (Penilaian IP ASN Tahun 2022 sesuai dengan Surat 
Direktur Jabatan ASN BKN RI Nomor 221.D/BM.02/SD/C.II/2023 tertanggal 10 Oktober 2023 perihal hasil 
pengukuran IP ASN di wilayah kantor regional BKN). Dengan rincian hasil Nilai Profesionalitas ASN se-
bagai berikut:
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BPSDM Provinsi DKI Jakarta mengampu pada dimensi kompetensi dengan target 36, dan realisasi 
capaian sebesar 38,16 atau sebesar 106%, sebagaimana telah diuraikan pada point 2 diatas yaitu tentang 
Dimensi Kompetensi. Untuk perhitungan IP ASN Tahun 2023, berdasarkan Surat kepala BKD Provinsi DKI 
Jakarta Nomor: e-0078/RB.02.07 tertanggal 4 Januari 2024, tentang Laporan Perhitungan Capaian Indeks 
Profesionalitas ASN Tahun 2023, masih menunggu jawaban dari BKN Republik Indonesia.  

2) Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek Lingkup BPSDM (target 31 dan realisasi 38,7);
Indikator ini merupakan tujuan yang kedua dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta, yang mempunyai dasar 
hukum yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN dan Peraturan Kepala Komisi 
Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam 
Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Definisi dari Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek lingkup BPSDM adalah ukuran yang digu-
nakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada aspek 
Pengadaan (Sub Aspek Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS, dengan bobot 2) dan Aspek 
Pengembangan Karir (Sub Aspek Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan 
kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN dengan bobot 2,5 dan Sub Aspek 
Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan dengan bobot 2,5 serta Sub Aspek Pelaksa-
naan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai dengan bobot 2,5).
Cara atau metode pengukuran menggunakan (Metode Konsolidasi Lokasi) Penilaian mandiri sistem 
merit terdapat 8 Aspek dengan total 37 Sub Aspek, BPSDM mengampu 2 Aspek dan didalamnya ter-
dapat 4 Sub Aspek dengan pembobotan sebagai berikut: 
1) Pengadaan (Bobot 8), yang merupakan 1 Sub Aspek dari 5 sub aspek, yaitu Sub Aspek Pelaksanaan 

Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS, dengan masing-masing mempunyai: 
•	 Kategori Skor 1 adalah Pelaksanaan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar lebih dari setahun 

setelah pengangkatan CALON PNS;
•	 Kategori Skor 2 adalah Pelaksanaan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar dilakukan 6-12 bulan 

setelah pengangkatan CALON PNS;
•	 Kategori Skor 3 adalah Pelaksanaan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar dilakukan 1-5 bulan 

setelah pengangkatan CALON PNS;
•	 Kategori Skor 4 adalah Pelaksanaan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar dilakukan langsung 

(paling lama 1 bulan) setelah pengangkatan CALON PNS.
2)	Pengembangan karir (Bobot 30), yang merupakan 3 Sub Aspek dari 10 Sub Aspek, yaitu: 

a.	 Sub Aspek Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan 
kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN, dengan masing-masing mempunyai: 
•	 Kategori Skor 1 adalah belum menyusun strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan;

Tabel 6.
Dimensi Nilai Profesionalitas ASN Tahun 2022

Tinggi
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•	 Kategori Skor 2 adalah sudah menyusun strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan 
namun belum terinci dalam kegiatan serta penganggaran;

•	 Kategori Skor 3 adalah sudah menyusun strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan 
namun belum terinci dalam kegiatan serta penganggaran untuk jangka pendek (untuk tahun 
berjalan);

•	 Kategori Skor 4 adalah sudah menyusun strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan 
namun belum terinci dalam kegiatan serta penganggaran untuk jangka pendek dan jangka 
menengah dan ditetapkan oleh PPK;

b.	Sub Aspek Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan, dengan masing-masing mem-
punyai: 
•	 Kategori Skor 1 adalah belum menyusun Program Diklat;
•	 Kategori Skor 2 adalah sudah menyusun Program Diklat berdasarkan Analisis Kebutuhan Diklat;
•	 Kategori Skor 3 adalah sudah menyusun Program Diklat berdasarkan Analisis kesenjangan 

kompetensi dan kinerja, namun masih bersifat umum;
•	 Kategori Skor 4 adalah sudah menyusun Program Diklat berdasarkan Analisis kesenjangan 

kompetensi dan kinerja, sesuai kebutuhan individu;
c.	 Sub Aspek Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai, 

dengan masing-masing mempunyai: 
•	 Kategori Skor 1 adalah belum menyusun program pengembangan karier melalui praktik kerja 

dan pertukaran pegawai;
•	 Kategori Skor 2 adalah sudah menyusun program pengembangan karier melalui praktik kerja 

dan pertukaran pegawai namun belum melaksanakannya;
•	 Kategori Skor 3 adalah sudah menyusun program pengembangan karier melalui praktik kerja 

dan pertukaran pegawai namun belum dilaksanakan secara terjadwal;
•	 Kategori Skor 4 adalah sudah menyusun program pengembangan karier melalui praktik kerja 

dan pertukaran pegawai dan sudah melaksanakannya secara terjadwal;
3)	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit: 

(1)	 Kategori IV, nilai 30.87 - 38, sebutan Sangat Baik;
(2) Kategori III, nilai 23.75 - 30.86, sebutan Baik;
(3) Kategori II, nilai 16.62 - 23.74, sebutan Kurang;
(4) Kategori I, nilai 9.5 - 16.61, sebutan Buruk.

Berdasarkan rekomendasi Komisi ASN tentang penyelesaian tindaklanjut atas penilaian Sistem Mer-
it BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 7.
Penilaian Sistem Merit BPSDM Provinsi DKI Jakarta
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Berdasarkan penilaian mandiri terhadap Sistem Merit yang dilakukan oleh BKD dan BPSDM Provinsi 
DKI Jakarta untuk Tahun 2023, sebagaimana daftar terlampir dibawah ini:
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3) Persentase Diklat yang dilaksanakan BPSDM sesuai dengan ketentuan
Berdasarkan definisi operasional yang terdapat dalam RPD Tahun 2023 – 2026 adalah hasil perhitun-
gan terhadap diklat yang dilaksanakan oleh BPSDM dengan metode Pengukuran: (Jumlah Diklat Yang 
Dilaksanakan BPSDM dibagi Jumlah Kebutuhan Diklat x 100%), bahwa target di tahun 2023 sebesar 
60%, dan capaian realisasi sebesar 74,58% (melebihi target), dengan rincian sebagai berikut:
Jumlah Diklat sebanyak 132 Jenis Diklat 
Jumlah Kebutuhan Diklat sebanyak 177 Jenis Diklat. 
Persentase Target sebesar 60 % dengan Realisasi Capaian sebesar 74,58 % atau sebesar 124,29 %. 

4) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (target APD-P dan realisasi APBD-P)
Merupakan indikator yang dihitung dari presentase serapan anggaran, presentase efisiensi, dan pre-
sentase output, diukur dari 3 (tiga) komponen berikut: 
1)	 Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan den-

gan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan ang-
garan maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran ≥ 80%. 
Apabila serapan anggaran di bawah< 80% maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persen-
tase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak 
termasuk dana transfer dari pemerintah pusat;

2)	Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari sub kegiatan yang target sasaran-
nya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. 
Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu 
dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya;

3)	Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja sub kegiatan (output). Realisasi pen-
capaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD. 

Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut: 
•	 Serapan Anggaran ≥ 80% dan output 100% 
	   Realisasi = (40%) + (% efisiensi X 10%) / 20%) + (50%) 
•	 Serapan Anggaran < 80% dan ouput < 100% (Realisasi=(Penyerapan Anggaran X40%)+(pencapa-

ian output X50%)) 
•	 SerapanAnggaran ≥ 80%, namun output < 100% 
	   Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 50%) 
Anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp 123.256.791.085 dengan realisasi Anggaran sebesar 
111.828.250.748 (90,73%), capaian ini didapatkan dari rata-rata persentase Kualitas Pelaksanaan Ang-
garan pada Bidang dan UPT di BPSDM Provinsi DKI Jakarta.
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Tabel 8.
Rekap Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023

Sumber: Sub Bagian Keuangan BPSDM

Rekapitulasi diatas didapatkan dari serapan anggaran masing-masing, output setiap sub kegiatan 
serta efisiensi anggaran pada tahun 2023, adapun rinciannya sebagai berikut:
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2.  a. Capaian Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 - 2023
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala 

BPSDM Provinsi DKI Jakarta, ditetapkan 3 (tiga) jenis sasaran yaitu: 
•	 Sasaran Strategis;
•	 Sasaran Khusus;
•	 Sasaran Operasional.

Tabel 15.
Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 - 2023
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Sumber: Olah Data
Untuk mencapai target yang telah ditetapkan diatas, BPSDM Provinsi DKI Jakarta didukung dengan 

2 (dua) Program Prioritas dan 1 (satu) Program penunjang sebagai berikut:
Tabel 16.

Realisasi Anggaran APBD-P Tahun 2023

Sumber: Olah Data
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b. Capaian Sasaran dari Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Tahun 2023
1) Capaian Sasaran Strategis

Sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, tidak hanya be-
rasal dari nafas tujuan dan sasaran BPSDM semata, tetapi juga mendapatkan dorongan kuat dari denyut 
jantung Kegiatan Strategis Daerah (KSD). Dalam peran ganda yang diemban, BPSDM tidak hanya menja-
di penanggung jawab utama beberapa KSD, melainkan juga terlibat secara integral dalam menentukan 
kesuksesan KSD yang menjadi tanggung jawab SKPD lainnya.

Ketika melibatkan diri dalam membentuk dan melaksanakan KSD, BPSDM mengukir jejaknya se-
bagai garda terdepan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pemerintah DKI Jakarta Tahun 2023 sd 
2026. Setiap sasaran strategis yang ditetapkan tidak hanya mencerminkan ambisi internal BPSDM, tetapi 
juga dipengaruhi oleh harmonisasi dengan prioritas Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang berpengaruh 
pada perkembangan daerah antara lain:

a.	 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional
•	 Program Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta, 
•	 Output: Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 

s.d. 2023;
•	 Kriteria keberhasilan yaitu Ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP 

yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023;
•	 Ukuran Keberhasilan: TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 

s.d. 2023. Target capaian 90%; 

b.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional
•	 Program Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta, 
•	 Output: Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP se-

suai Kepgub Nomor 1195 Tahun 2022;
•	 Kriteria keberhasilan yaitu Tersedianya Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satu-

an Harga PJLP sesuai Kepgub Nomor 1195 Tahun 2022;
•	 Ukuran Keberhasilan: Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP 

sesuai Kepgub Nomor 1195 Tahun 2022;

Tabel 17.
TLHP APIP Selesai Ditindaklanjuti
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Tabel 18.
Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP

c.	 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional
•	 Program Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta, 
•	 Output: 

1)	 Penyusunan Kajian Kelembagaan, Perencanaan dan Pemenuhan SDM serta Pengemban-
gan Kompetensi SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Tahun 2023-2026);

2)	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 
2023.

•	 Kriteria keberhasilan yaitu 
1)	 Tersedianya Laporan Hasil Kajian Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta;
2)	Ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 

2019 s.d. 2023.
•	 Ukuran Keberhasilan: 

1)	 Laporan Hasil Kajian Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, me-
liputi perencanaan 4 tahun dan implementasi;

2)	TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023. Target 
capaian 95%
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d.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional
•	 Program: Transformasi Digital
•	 Output: Peningkatan Kompetensi SDM SPBE
•	 Kriteria keberhasilan: Terlaksananya Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE melalui Peningkatan 

Kompetensi SDM SPBE;
•	 Ukuran Keberhasilan: Pemetaan Kebutuhan Peningkatan Kompetensi SDM SPBE pada Perang-

kat Daerah.

Tabel 19.
Laporan Hasil Kajian Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta
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Tabel 20.
Peningkatan Kompetensi SDM SPBE pada Perangkat Daerah

Tabel 21.
Laporan Pengembangan Kompetensi SDM SPBE

e.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional
•	 Program: Transformasi Digital
•	 Output: Peningkatan Kompetensi SDM SPBE
•	 Kriteria keberhasilan: Terlaksananya Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE melalui Peningkatan 

Kompetensi SDM SPBE.
•	 Ukuran Keberhasilan: Laporan Pengembangan Kompetensi SDM SPBE memuat: 1. Laporan Ke-

giatan Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia tentang SPBE (bidang proses bisnis 
pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infra-
struktur SPBE) pada tahun 2023 2. Hasil Reviu Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia 
tentang SPBE (bidang proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, kea-
manan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE) pada Perangkat Daerah.
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f.	 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional
•	 Program: Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
•	 Output: 

1)	 Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional 
dan Pelaksana) Tahun 2023 dan 2024;

2)	Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah;
3)	Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2022.

•	 Kriteria keberhasilan: 
1)	 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional 

dan Pelaksana) Tahun 2023 dan 2024;
2)	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah;
3)	Tersusunnya laporan kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu.

•	 Ukuran Keberhasilan: 
1)	 Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja (Eselon 2) (menunggu keputusan tentang 

tambahan sasaran khusus dan sasaran strategis);
2)	Evaluas terdiri dari:

a.	 Dokumen hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2022;
b.	Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW IV Tahun 2022;

3)	LKIP:
a.	 Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2022;
b.	Screenshot LKIP telah terupload pada website esr.menpan.go.id
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Tabel 22.
Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja
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2)	Capaian Sasaran Khusus
a.	 Opini laporan keuangan daerah (Target 3 Nilai (WTP), realisasi WTP) Berdasar UU No 15 Tahun 

2004 terdapat 4 jenis Opini yang diberikan BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan 
Pemerintah yaitu : 
1)	 Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan 

Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apa-
bila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini. 

2)	Opini Tidak Wajar atau adversed opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang 
diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas 
tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

3)	Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion: Menyatakan bahwa lap 
keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar semua material, posisi keuangan, 
hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, 
kecuali untuk dampak yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

4)	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: Menyatakan bahwa laporan 
keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, 
posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi 
yang berlaku umum di Indonesia.

Pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan penilaian WTP, yang merupa-
kan penilaian paling baik dari jenis penilaian yang diberikan BPK.

b.	Persentase Pemanfaatan E-Order 
Sebagai indikator dari Sasaran Meningkatknya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan 
Barang dan Jasa. Pelaksanaan e-Order tidak hanya pada BPSDM, yang akan dikeluarkan lapo-
ran penggunaan e-Order setiap bulannya oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 
Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan e-Order harus dilaporkan setiap Triwulan nya kepada Asisten 
pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Pelaksanaan e-Order pada BPSDM Provinsi DKI Ja-
karta didasarkan pada Anggaran Belanja Makan Minum Rapat, Belanja Makan Minum Jamuan 
Tamu dan Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan, dimana terdapat pengecualian terhadap 
belanja Air Mineral Galon, Kopi, Teh dan Gula bisa tidak masuk ke dalam pengadaan meng-
gunakan system e-Order tersebut. Berdasarkan riwayat transaksi pemesanan pada e-Order, 
BPSDM Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 telah melakukan (jumlah)  
transaksi melalui e-Order dengan Nilai Realisasi Belanja e-order sebagai berikut:
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Tabel 23.
Pelaksanaan e-order

Gambar 1. Realisasi e-Order Tahun 2023

Seluruh Pelaksanaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Jamuan Tamu serta Aktivitas Lapan-
gan telah dilakukan seluruhnya melalu e-order dan seluruh transaksi telah selesai dibayarkan oleh 
Bendahara, sehingga realisasi e-Order Tahun 2023 pada BPSDM Provinsi DKI Jakarta telah mencapai 
100%. Seluruh bukti capaian pelaksanaan e-Order diinput ke dalam system e-TPP Kepala BPSDM 
dan divalidasi oleh Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.
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Gambar2.
Hasil Implementasi Rencana Strategi Komunikasi Publik Tahun 2023

c.	 Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan ung-
gulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: (target 100%, realisasi 100%). Merupakan pelaksanaan dari 
sasaran terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum 
dan unggulan Perangkat Daerah, aspek-aspek yang menjadi perhatian dalam indikaotr ini antara 
lain:
1)	 Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat 

Daerah;
2)	Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. Dinas Kominfotik menyusun ed-

itorial plan lingkup Provinsi;
3)	Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun 

waktu <6 Jam;
4)	Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa 

atau media sosial atau aktivasi luar ruang.
Penghitungan: 
•	 Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan (KSD) atau program 

umum per triwulan;
•	 Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plansesuai strategi komunikasi per triwulan;
•	 Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat 

krisis (draft press releasedan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam;
•	 Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per 

triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per 
triwulan.

Adapun Realisasi sampai dengan Tahun 2023 sebesar 100%  
Cara pencapaian dalam indikator ini dengan melaporkan segala bentuk rencana kerja pelayanan 
yang telah dilaksanakan bagi ASN Provinsi DKI Jakarta dan melakukan Publikasi di dalam media 
sosial BPSDM Provinsi DKI Jakarta dan dilaporkan ke dalam website https://komunikasi.jakarta.
go.id, berikut contoh yang dilaporkan dalam indikator ini sebagai berikut:
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d.	Predikat SAKIP Perangkat Daerah tahun 2023, realisasi 85,42 (A)
Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan 
penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kiner-
ja. Evaluasi atas implementasi SAKIP terdiri dari evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja 
yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, evaluasi internal dan capa-
ian kinerja. Adapun komponen SAKIP terdiri dari perencanaan kinerja dengan bobot penilaian 30%, 
pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi 10%. Kemudian, kinerja diukur dari capaian 
kinerja dengan bobot 20%. Adapun SAKIP Tahun 2023 dirilis oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakar-
ta berdasarkan Surat Inspektur Provinsi DKI Jakarta kepada Pj. Gubernur DKI Jakarta Nomor 5029/
PA.02.02 tertanggal 27 Desember 2023 Perihal Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Perangkat 
Daerah Tahun 2023, dilaporkan bahwa Hasil SAKIP Tahun 2023 BPSDM Provinsi DKI Jakarta men-
capai Nilai Realisasi 88,45 (A) dari target 82 (A) dan berada pada peringkat ke 14 dari 42 Perangkat 
Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dibawah ini Hasil SAKIP dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta:

Gambar 3. 
Hasil Penilaian SAKIP
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e.	Penilaian Mandiri Sistem Merit tahun 2023
Penilaian Mandiri Sistem Merit di BKD dan BPSDM Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 menja-
di cermin ketekunan dan dedikasi organisasi dalam mengukur kualitas dan kinerja internal. Pada 
tahap ini, lembaga mengadopsi pendekatan yang holistik untuk mengevaluasi implementasi sistem 
merit, mencakup aspek pengelolaan SDM, pelaksanaan program pelatihan, dan efektivitas kebija-
kan internal.
Dalam pengelolaan SDM, BKD dan BPSDM Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa rekrutmen, 
promosi, dan mutasi dilakukan sesuai dengan prinsip meritokrasi, di mana penilaian kinerja dan 
kompetensi menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan. Proses evaluasi ini tidak hanya 
menilai pencapaian individu, tetapi juga mengevaluasi efektivitas tim, mendorong kolaborasi dan 
saling dukung di seluruh organisasi.
Pada tingkat program pelatihan, BPSDM Provinsi DKI Jakarta menunjukkan komitmen untuk 
meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pegawai. Evaluasi mencakup efektivitas desain program 
pelatihan, partisipasi aktif dari pegawai, dan dampak positif yang dihasilkan terhadap kinerja mere-
ka. 
Selain itu, dalam konteks kebijakan internal, penilaian mandiri sistem merit juga memerhatikan se-
jauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang 
adil, transparan, dan mendorong pertumbuhan profesional. Evaluasi ini mencakup keberlanjutan 
implementasi kebijakan dan upaya untuk terus meningkatkan sistem merit sebagai landasan uta-
ma manajemen SDM di BPSDM Provinsi DKI Jakarta.
Secara keseluruhan, Penilaian Mandiri Sistem Merit tahun 2023 di BKD dan BPSDM Provinsi DKI 
Jakarta mencerminkan semangat organisasi untuk memastikan bahwa prinsip meritokrasi terus 
ditegakkan, pegawai terus berkembang, dan kebijakan internal terus beradaptasi dengan dinamika 
kebutuhan. Penekanan pada evaluasi holistik ini memperkuat peran BPSDM Provinsi DKI Jakarta 
sebagai lembaga yang tidak hanya mengelola SDM dengan bijak tetapi juga berkomitmen untuk 
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui pegawai yang terampil dan berkompe-
ten. 

Dibawah ini Hasil Penilaian Sistem Merit di Provinsi DKI Jakarta:

Gambar 4. 
Hasil Penilaian Sistem Merit
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f.	 Implementasi Manajemen Risiko tahun 2023
Pada tahun 2023, BPSDM Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah proaktif dalam mengimplemen-
tasikan manajemen risiko sebagai elemen kritis dalam operasionalnya. Dalam upaya menghadapi 
dinamika lingkungan, organisasi memandang manajemen risiko sebagai landasan strategis untuk 
mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapa-
ian tujuan dan kinerja. Proses implementasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi sebuah perjalanan 
yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh jajaran, dengan tujuan menciptakan budaya organisasi 
yang responsif dan tangguh terhadap tantangan.
Langkah pertama dalam implementasi manajemen risiko adalah identifikasi risiko potensial yang 
berkaitan dengan berbagai aspek operasional BPSDM. Tim risiko bekerja secara kolaboratif untuk 
mengidentifikasi dan mengukur dampak serta probabilitas terjadinya risiko-risiko tersebut. Proses 
ini melibatkan pemetaan risiko internal dan eksternal, mulai dari perubahan regulasi hingga fak-
tor-faktor operasional sehari-hari.
Setelah identifikasi, langkah berikutnya adalah mengevaluasi risiko-risiko tersebut dan mengem-
bangkan strategi mitigasi yang efektif. BPSDM merancang rencana aksi yang tidak hanya bertujuan 
untuk mengurangi risiko, tetapi juga meningkatkan kapabilitas organisasi dalam merespon dan be-
radaptasi dengan perubahan. Implementasi manajemen risiko pada tahun 2023 di BPSDM Provinsi 
DKI Jakarta mencerminkan komitmen serius dalam membangun fondasi organisasi yang kuat dan 
mampu mengatasi tantangan dengan kecerdasan dan ketangguhan.

Gambar 5. 
Berita Acara Implementasi Manajemen Risiko



85Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

g.	Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Provinsi DKI Jakarta 20 (dua puluh) Jam Pelajaran 
tahun 2023
Pengembangan Kompetensi ASN sesui dengan UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN dalam Pasal 21 Se-
tiap ASN memilikihak dan kesempatan untuk memperoleh pengembangan kompetensi berdasar-
kan PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (sebagaimana diubah oleh PP No.17 Tahun 2020) 
Ps. 203 Pengembangan Kompetensi bagi PNS dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 ta-
hun. Sedangkan Indeks Profesionalisme ASN berdasarkan PermenPANRB No.38 Tahun 2018 tentang 
Pengukuran IP ASN Instansi melakukan pengukuran IP ASN setiap tahun dan Peraturan BKN No.8 
Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IP ASN.
Indeks Profesionalisme ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN ber-
dasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melak-
sanakan tugas jabatan. Terdapat 4 dimensi IP ASN antara lain: Kualifikasi (25%), Kinerja (30%), Disiplin 
(5%), Kompetensi (40%). 

Menindaklanjuti Intruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelak-
sanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai Minimal Sebanyak 40 Jam Pelajaran Per Tahun Untuk 
Seluruh PNS Provinsi DKI Jakarta, untuk Tahun 2023 target yang dilakukan sebesar 20 jam Pelajaran 
per tahun. Untuk itu, BPSDM Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program ambisius pengembangan 
kompetensi dengan memberikan perhatian khusus pada pelatihan selama 20 (dua puluh) jam pe-
lajaran. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kualifikasi serta keterampilan 
para ASN DKI Jakarta, agar dapat beradaptasi dengan perubahan dinamis dalam tuntutan lingkun-
gan kerja. Program pengembangan kompetensi ini bukan hanya sekadar tanggung jawab rutin, 
tetapi juga manifestasi dari tekad ASN Provinsi DKI Jakarta untuk terus berkembang dan memberi-
kan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Langkah awal implementasi program ini melibatkan identifikasi kebutuhan kompetensi melalui ka-
jian menyeluruh terhadap tuntutan pekerjaan dan perkembangan sektor publik. Dengan pendekat-
an ini, ASN Provinsi DKI Jakarta dapat menyusun kurikulum yang tepat sasaran dan relevan dengan 
tugas dan tanggung jawab masing-masing ASN. Dalam setiap 20 jam pelajaran, para ASN tidak 
hanya mendapatkan pengetahuan baru, tetapi juga mendapat kesempatan untuk mengasah keter-
ampilan yang menjadi landasan utama dalam pelayanan publik yang berkualitas.
Dengan fokus pada pemberdayaan ASN, program ini membuka ruang bagi pertumbuhan profe-
sional dan peningkatan kapasitas individual. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan efekti-
vitas program dan menyesuaikan kurikulum agar tetap responsif terhadap perkembangan terkini. 
Implementasi pengembangan kompetensi ASN Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 mencermink-
an komitmen organisasi untuk menghadirkan ASN Provinsi DKI Jakarta yang tidak hanya memiliki 
keahlian teknis yang unggul, tetapi juga berdaya saing dan siap berkontribusi dalam mencapai visi 
dan misi Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 24. 
 Perhitungan IP ASN untuk Dimensi Kompetensi

Sumber: Pusdatin BPSDM Provinsi DKI Jakarta
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Gambar 6.
Laporan Pengembangan Kompetensi ASN Provinsi DKI Jakarta

20 (dua puluh) Jam Pelajaran

h.	Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2023
Pada tahun 2023, proses inventarisasi barang milik daerah di Provinsi DKI Jakarta menjadi momen 
krusial dalam manajemen aset pemerintah. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk merinci dan 
mengelola secara efektif seluruh barang milik daerah, termasuk kendaraan, peralatan kantor, dan 
fasilitas umum lainnya. Inventarisasi barang milik daerah menjadi fondasi utama dalam menjaga 
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset, serta sebagai landasan untuk perencanaan kebu-
tuhan dan pemeliharaan yang optimal.
Tim inventarisasi bekerja dengan teliti, mengumpulkan data dari berbagai sumber terpercaya untuk 
memastikan ketepatan dan kelengkapan informasi mengenai setiap barang milik daerah. Proses ini 
melibatkan pemeriksaan fisik, pencocokan dokumen, dan pembaruan data inventaris untuk men-
ciptakan database yang akurat dan terkini. Melalui pendekatan yang komprehensif, BPAD Provinsi 
DKI Jakarta berusaha membangun sistem manajemen aset yang efisien dan terintegrasi.
Selain memastikan keberadaan dan kondisi barang, inventarisasi tahun 2023 juga bertujuan untuk 
mengidentifikasi potensi peningkatan efisiensi dalam penggunaan dan pemeliharaan aset. Tim 
inventarisasi bekerja sama dengan setiap SKPD untuk mengumpulkan masukan dan melibatkan 
stakeholder terkait guna mengoptimalkan pemanfaatan setiap barang milik daerah. Sehingga, hasil 
inventarisasi bukan hanya menciptakan data yang akurat, tetapi juga memberikan wawasan strate-
gis untuk peningkatan manajemen aset di masa mendatang.
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Gambar 7.   
Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah 

i.	 Manajemen Pengetahuan Tahun 2023
Di Provinsi DKI Jakarta, BPSDM Provinsi DKI Jakarta menjadi Koordinator dalam manajemen penge-
tahuan yang dilakukan oleh semua SKPD. Bahwa manajemen pengetahuan bukan sekadar konsep, 
tetapi menjadi fondasi kritis dalam mengelola dan meningkatkan kapabilitas SDM. Melalui sistem 
manajemen pengetahuan yang canggih, BPSDM Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai 
sumber daya pengetahuan untuk mendukung pengambilan keputusan dan inovasi dalam pelati-
han dan pengembangan SDM. 
BPSDM Provinsi DKI Jakarta memandang pengetahuan sebagai aset yang dinamis dan terus 
berkembang. Tim manajemen pengetahuan bekerja secara aktif untuk mengidentifikasi, menge-
lola, dan mendistribusikan pengetahuan terkini melalui platform yang terintegrasi. Selain itu, pro-
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mosi budaya berbagi pengetahuan menjadi kunci dalam membangun kolaborasi di antara ASN, 
sehingga setiap individu dapat mengakses pengetahuan yang diperlukan dan berpartisipasi dalam 
pertukaran ide.
Implementasi manajemen pengetahuan di Provinsi DKI Jakarta tidak hanya membantu mencip-
takan SDM yang terdidik dan terampil, tetapi juga meningkatkan responsivitas terhadap perubahan. 
Dengan kesadaran akan pentingnya pengetahuan dalam mencapai tujuan strategis, Provinsi DKI 
Jakarta memastikan bahwa investasi dalam manajemen pengetahuan menjadi landasan utama un-
tuk memberikan pelayanan terbaik dan memajukan pemerintahan di tingkat provinsi.
Dibawah ini rincian dari asset pengetahuan yang diberikan oleh masing-masing SKPD dengan jum-
lah total 273 aset sebagaimana terlampir: 
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Gambar 8. 
Laporan Manajemen Pengetahuan 

Tabel 25.
Dokumen Modul/Kurikulum Pelatihan Disabilitas Bagi ASN

Provinsi DKI Jakarta

j.	 Penyusunan modul/ kurikulum pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan 
pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Tahun 2023
Tersedianya 1 (satu) modul/ kurikulum pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan 
dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah, dalam KSD ini memiliki 2 (dua) 
rencana aksi yaitu:
a)	Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi penyandang disabilitas dengan kriteria keberhasi-

lannya adalah tersedianya modul/ kurikulum pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pen-
didikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah yang dilaksanakan 
pada B03.

b)	Penyediaan Lingkungan Tanpa Hambatan Bagi Penyandang Disabilitas dengan kriteria keberhas-
ilannya adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiki kapasitas sensitivi-
tas disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan pada B09.
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Tabel 26.
Realisasi TL Arahan Gubernur

Capaian BPSDM Provinsi DKI Jakarta pada indikator KSD ini mencapai 100%, hal ini dikarenakan 
BPSDM berhasil dalam:
•	 Menyediakan 1 (satu) dokumen modul/kurikulum pelatihan sensitivitas disabilitas dalam pro-

gram pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah;
•	 120 (seratus dua puluh) Aparatur Sipil Negara telah mengikuti pelatihan sensitivitas disabilitas 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik di BPSDM Provinsi DKI Jakarta. 

c) Capaian Sasaran Operasional 
a.	 Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur (target 100%, realisasi 100%) Pre-

sentase ini menilai Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, eoffice, arahan melalui media 
elektronik, dan arahan lain) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%. Nilai realisasi BPSDM 
adalah 100%. Capaian operasional pada indikator ini telah mencapai 100%, adapun TL yang telah 
di tindak lanjuti sebanyak 1 (satu) arahan Gubernur baik yang bersifat Informasi maupun yang 
membutuhkan tindak lanjut dan (100%). 

b.	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat (Target 100%, Ralisasi 100%) 
Perhitungan kinerja dalam indikator ini dengan menghitung Jumlah Realisasi TL Aduan Mas-
yarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%, sampai dengan saat ini seluruh aduan 
masyarakat telah ditindak lanjuti, sehingga dapat dikatakan apabila capaian kinerja sebesar 100%.
Aduan masyarakat berasal dari berbagai macam chanel yang dimiliki BPSDM antara lain Email, 
Facebook, JAKI dan Twitter yang selesai ditindaklanjuti TL Aduan Masyarakat pada Tahun 2023 
dan telah diselesaikan dari jumlah total Aduan sebanyak 19 Laporan, akan tetapi hanya terdapat 3 
laporan kesesuaian dengan BPSDM dan tidak sesuai sebanyak 16 Laporan dengan rincian sebagai 
berikut:
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Tabel 27.
Realisasi TL Aduan Masyarakat

Tabel 28.
Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

c.	 Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal 
(BPK) 
Merupakan pelaksanaan Sasaran Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan 
hasil pemeriksaan eksternal (BPK), dengan penghitungan kinerja 90% dari jumlah rekomendasi 
LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD 
dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI 
tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) Nilai realisasi BPSDM adalah 100%. 
Capaian operasional pada indikator ini telah mencapai 100%, adapun TL yang telah di tindak lan-
juti sebanyak 2 (dua) LHP yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan Berita Acara Rencana Kiner-
ja Kepala Perangkat Daerah Penyelesaian TLHP BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta BPSDM 
Provinsi DKI Jakarta.

3. Capaian Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah
Indikator yang pertama yaitu Indeks Sistem Merit pada aspek dan Sub Aspek Lingkup BPSDM pada 

sasaran strategis tahun 2023 merupakan Tujuan dari BPSDM Provinsi DKI yaitu pengembangan kompe-
tensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan knowledge management 
dengan Sasaran Peningkatan kompetensi ASN dalam rangka menciptakan agen perubahan dan peng-
gerak partsipasi Masyarakat.

Indikator yang kedua yaitu Nilai Dimensi pengembangan kompetensi pada indeks profesionalitas 
ASN pada sasaran strategis tahun 2023 merupakan Tujuan dari BPSDM Provinsi DKI yaitu pengemban-
gan kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan knowledge man-
agement dengan Sasaran Peningkatan kompetensi ASN dalam rangka menciptakan agen perubahan 
dan penggerak partsipasi Masyarakat. 

Berikut Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis tahun 2023 dengan ta-
hun-tahun sebelumnya.
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4. Capaian Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional
Berikut capaian Indeks Sistem Merit beberapa Pemerintah Daerah tahun 2022 hasil penilaian Komi-

si Aparatur Sipil Negara (KASN) yang diumumkan dalam laporan tahunan KASN yang dipublikasikan 
melalui website KASN :

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Serta Alternatif Solusi
Keberhasilan penyelenggaraan diklat di BPSDM Provinsi DKI Jakarta dapat dipengaruhi oleh sejum-

lah faktor, antara lain: 
a.	 Desain program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan ASN dan berbasis pada perkembangan ter-

kini dapat meningkatkan daya tarik peserta dan keterlibatan aktif mereka; 
b.	Keberhasilan juga terletak pada penggunaan metode pengajaran yang inovatif dan teknologi informa-

si untuk memperkaya pengalaman belajar;
c.	 Kualitas pengajar dan fasilitator menjadi faktor kunci. Mereka harus memiliki kompetensi yang tinggi, 

pengalaman yang relevan, serta kemampuan berkomunikasi yang efektif untuk memberikan dampak 
positif pada peserta.

d.	Dukungan dan pemantauan yang cermat terhadap kinerja pengajar juga dapat meningkatkan kuali-
tas pengajaran dan meningkatkan keberhasilan program pelatihan.

e.	Gedung BPSDM yang belum dikelola secara mandiri dalam rangka integrasi dan percepatan konekti-
vitas antar penyelenggara diklat dan narasumber, pengajar dan pihak ketiga lainnya.

f.	 Merencanakan kegiatan pengembangan JakCorpU untuk dapat diimplementasikan secara penuh dan 
berdampak dalam peningkatan kinerja pegawai pemerintah provinsi DKI Jakarta yang selaras dengan 

Tabel 30
Laporan Tahunan KASN

Sumber : Laporan Tahunan KASN, website KASN
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tujuan strategis pimpinan tertinggi.
g.	Pendekatan dan pencarian data pendukung ke OPD secara terus menerus yang menaungi JFT ter-

tentu serta membuka koordinasi dengan instansi pembina JFT untuk mendapatkan arahan terkait 
metode uji kompetensi dan penjadwalan kegiatan.

Namun, seiring dengan keberhasilan tersebut, beberapa tantangan dapat muncul. Dalam konteks 
ini, alternatif solusi antara lain: 
a.	 Implementasi evaluasi program yang menyeluruh dan terjadwal;
b.	Mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan kesesuaian program dengan kebutuhan 

actual;
c.	 Peningkatan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan industri juga dapat menjadi solusi efektif 

untuk mengakomodasi tren dan kebutuhan kompetensi yang terus berubah di lingkungan kerja;
d.	Pendekatan partisipatif dengan melibatkan para peserta dalam perencanaan dan penilaian program 

diklat dapat meningkatkan rasa memiliki dan motivasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ke-
berhasilan penyelenggaraan diklat di BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

Hasil yang telah disampaikan pada realisasi Sasaran Strategis diatas, dapat disimpulkan bahwa 
BPSDM Provinsi DKI Jakarta dikatakan berhasil dalam mencapai target yang telah ditentukan dalam 
pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi, terdapat beberapa faktor yang menunjang keberhasilan an-
tara lain:
1.	 Tersampaikannya Tujuan dan Sasaran Organisasi, hal ini dibuktikannya dengan ditetapkannya Perjan-

jian Kinerja sampai dengan tingkat pelaksana;
2.	 Disediakannya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelatihan, dibuktikan dengan adanya Anggaran 

yang mencukupi untuk pelaksanaan pelatihan tersebut;
3.	 Program dan kegiatan penunjang layanan terealisasi dengan baik. Program dan kegiatan serta pagu 

yang mendukung sasaran Indikator Kinerja Kunci BPSDM yaitu Indeks Sistem Merit pada aspek dan 
Sub Aspek Lingkup BPSDM dan yang kedua Nilai Dimensi pengembangan kompetensi pada indeks 
profesionalitas ASN yang realisasinya jauh diatas target yang ditetapkan;

4.	Kegiatan Strategis Daerah (KSD) sangat membantu BPSDM dalam mencapai berapa target indikator 
Tujuan dan Sasaran, antara lain:
a.	 KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dengan target yaitu Laporan Hasil 

Kajian Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, meliputi perencanaan 4 
tahun dan implementasi pada Sub Kegiatan Strategis Daerah Tata Kelola Pemerintahan Yang Profe-
sional SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

b.	KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dengan target yaitu  1 dokumen mod-
ul/kurikulum pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh 
Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan Strategis Daerah Transformasi Digital

5.	 Faktor pendukung keberhasilan BPSDM Provinsi DKI Jakarta, salah satunya adalah inovasi yang telah 
mendapatkan penghargaan atas inovasi yang diberikan antara lain:

a.	 Pada Kamis, 21 Desember 2023 BPSDM Provinsi DKI 
Jakarta meraih penghargaan Keterbukaan Informa-
si Publik Tahun 2023 sebagai Badan Publik "Infor-
matif" dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta di 
Balai Agung, Balaikota, DKI Jakarta. Piagam ini di 
diberikan langsung oleh Bapak Harry Ara Hutabarat, 
S.H., M.H, selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi 
DKI Jakarta dan diterima oleh Bapak Mochamad 
Miftahulloh Tamary, S.STP., M.T., M.Sc., selaku Kepala 
BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Semoga dengan adan-
ya penghargaan ini BPSDM Provinsi DKI Jakarta 
dapat terus meningkatkan kepatuhan terkait im-
plementasi UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 
tahun 2008.
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b.	Selamat dan sukses untuk BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang 
telah memperoleh Akreditasi dengan predikat A sebagai 
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Terakredita-
si di Bidang Teknis Penanggulangan Bencana dalam Menye-
lenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan Dasar 
Manajemen Bencana. Penyerahan penghargaan tersebut 
diserahkan oleh Bapak Dr. Rustian, S.Si., Apt., M.Kes. selaku 
Sekretaris Utama BNPB kepada BPSDM Provinsi DKI Jakarta 
yang diwakilkan oleh Bapak Achmad Zaki Syafii selaku Kepa-
la Bidang Penjaminan Mutu, Tugas Belajar dan Sertifikasi 
Kompetensi di DoubleTree by Hilton Hotel pada tanggal 17 
November 2023. Semoga dengan adanya penghargaan ini, 
BPSDM Provinsi DKI Jakarta dapat terus berkontribusi dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan penang-
gulangan bencana.

c.	 Pada Senin, 27 November 2023 BPSDM Provinsi DKI Jakarta 
meraih penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia, sebagai salah satu Lembaga 
Pendidikan yang bekerja sama dalam penyelenggaraan 
Kegiatan Akselerasi Pelatihan Struktural Kepemimpinan 
Pegawai (PKA/PKP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia, pada 23 Lembaga Pendidikan K/L/Prov 
di Seluruh Indonesia Tahun 2023, dengan Nomor Penghar-
gaan: M.HH-14.KP.05.03 Tahun 2023. Piagam ini di diberikan 
langsung oleh Bapak Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., 
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan diteri-
ma oleh Bapak Mochamad Miftahulloh Tamary, S.STP., M.T., 
M.Sc., selaku Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Semoga 
dengan adanya penghargaan ini BPSDM Provinsi DKI Ja-
karta dapat terus meningkatkan kualitas sebagai lembaga 
pendidikan yang berkualitas dan professional.

d.	Selamat dan sukses untuk BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang 
telah memperoleh penghargaan terbaik III sebagai Lemba-
ga Pelatihan Pemerintah Berprestasi Tahun 2023 kategori 
Adaptive Learning Strategy dengan Tema Pengembangan 
Metode dan Bentuk Pengembangan Kompetensi Non Klasi-
kal Kategori Pemerintah Daerah, pada kegiatan LAN Award 
Penghargaan Makarti Bhakti Nagari yang diselenggarakan 
oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 
Penyerahan penghargaan tersebut diserahkan langsung 
oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara Bapak Dr. Adi 
Suryanto, M.Si. kepada Kepala Badan Pengembangan Sum-
ber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta Bapak Mochamad 
Miftahulloh Tamary, S.STP., M.T., M.Sc di Ruang Aula Prof. 
Agus Dwiyanto, Gedung A, Lt. 2, Kantor Lembaga Adminis-
trasi Negara pada tanggal 8 Agustus 2023. Terima kasih kami 
ucapkan kepada seluruh pihak yang telah terlibat, semoga 
adanya penghargaan ini dapat membangkitkan semangat 
untuk terus berinovasi dalam memajukan kompetensi ASN 
dan masyarakat di Indonesia.
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e.	Selamat dan sukses untuk BPSDM Provinsi DKI Jakarta atas 
penerimaan sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen 
Anti Penyuapan SMAP. BPSDM Provinsi DKI Jakarta terus 
memperkuat tata kelola organisasi dengan memastikan 
penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyua-
pan (SMAP) berjalan dengan baik pada seluruh operasional 
Organisasi. Langkah ini merupakan upaya perusahaan untuk 
meningkatkan penerapan Good Corporate Governance dan 
pencegahan tindak pidana korupsi di organisasi BPSDM 
Provinsi DKI Jakarta. Dengan diterimanya sertifikat ISO 
37001:2016 SMAP, BPSDM Provinsi DKI Jakarta telah menun-
jukkan komitmennya untuk menjadi organisasi yang bersih 
dari korupsi. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi moti-
vasi bagi organisasi lain untuk menerapkan SMAP dan turut 
serta dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (SDM) Dan (Anggaran)
Dalam penggunaan sumber daya baik manusia (SDM) dengan kontingen 106 PNS dan anggaran di 

BPSDM Provinsi DKI Jakarta, menggambarkan strategi manajemen SDM yang cermat dan responsif ter-
hadap kebutuhan organisasi. Dalam realitas dinamika lingkungan pemerintahan dan pelatihan, jumlah 
PNS yang seimbang dengan tugas dan tanggung jawab BPSDM memberikan gambaran akan pemilihan 
SDM yang tepat. Proporsionalitas ini menandakan pendekatan manajemen SDM yang cerdas, memu-
ngkinkan BPSDM untuk menjalankan fungsi-fungsinya yang telah diberikan walaupun masih terdapat 
kekurangan pegawai tetapi dapat memaksimalkan potensi yang ada dengan menciptakan efisiensi tan-
pa mengorbankan kualitas dengan memanfaatkan semaksimal mungkin terhadap anggaran yang ter-
sedia.
	 Diversitas keterampilan dan kompetensi para PNS yang menjadi tulang punggung BPSDM bukan 
hanya memberikan efisiensi dalam pengelolaan SDM, tetapi juga menjadi nilai tambah dalam efisiensi 
anggaran. Pendekatan cerdas dalam penyebaran tugas sesuai dengan keahlian masing-masing indivi-
du menciptakan sinergi yang menghasilkan kinerja optimal dalam pelatihan dan pengembangan SDM, 
sambil tetap meminimalkan biaya operasional. 
	 Program pengembangan kompetensi selama 20 jam pelajaran pada tahun 2023, selain member-
ikan dampak positif terhadap efisiensi waktu, juga mengindikasikan penggunaan anggaran yang bijak. 
Dengan memberikan ruang bagi setiap PNS untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mer-
eka, BPSDM tidak hanya mencapai efisiensi dalam pengelolaan SDM, tetapi juga memastikan bahwa 
setiap investasi anggaran memiliki dampak nyata dalam peningkatan kualitas SDM. 
	 Dengan mengintegrasikan efisiensi pengelolaan SDM, diversifikasi keterampilan, program 
pengembangan kompetensi yang bijak, dan manajemen anggaran yang cerdas, BPSDM Provinsi DKI Ja-
karta menciptakan pola yang sinergis dan komprehensif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab-
nya. Ini bukan hanya mencerminkan keberhasilan operasional yang optimal, tetapi juga berdampak posi-
tif dalam pencapaian tujuan strategis BPSDM sebagai lembaga pelatihan dan pengembangan SDM.

7. Analisis Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kega-
galan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program dan kegiatan, termasuk sub kegiatan, di BPSDM Provinsi DKI Jakarta menjadi pe-
nentu utama keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian pernyataan kinerja. Pertama, program 
pengembangan kompetensi selama 20 jam pelajaran pada tahun 2023 menjadi poin kunci. Keberhasilan 
program ini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas SDM di Provinsi DKI Ja-
karta. Namun, evaluasi dan pengawasan yang kurang ketat dalam pelaksanaannya dapat menjadi faktor 
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kegagalan, menghambat potensi pencapaian yang optimal.
Pentingnya manajemen pengetahuan juga terlihat dalam program dan kegiatan BPSDM. Keterse-

diaan pengetahuan yang terdokumentasi dan mudah diakses dapat memberikan dorongan signifikan 
terhadap keberhasilan pelatihan dan pengembangan. Sebaliknya, kegagalan dalam menciptakan bu-
daya berbagi pengetahuan atau implementasi sistem manajemen pengetahuan yang kurang responsif 
dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran.

Efisiensi penggunaan anggaran menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan program 
dan kegiatan. Program pengembangan kompetensi, inventarisasi barang, dan manajemen pengetahuan 
membutuhkan alokasi anggaran yang proporsional. Keberhasilan program-program tersebut terkait erat 
dengan pengelolaan anggaran yang bijak dan responsif terhadap kebutuhan aktual.
Terakhir, keberhasilan atau kegagalan dalam kolaborasi dengan SKPD lainnya dan keterlibatan BPSDM 
Provinsi DKI Jakarta dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD) menjadi penentu signifikan. Kerjasama yang 
efektif dan terlibat dalam keberhasilan KSD yang menjadi tanggung jawab SKPD lainnya dapat mencip-
takan sinergi yang mendukung pencapaian pernyataan kinerja. Sebaliknya, ketidakpartisipan atau ku-
rangnya kolaborasi dapat menjadi hambatan signifikan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis 
BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

Secara keseluruhan, keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja di BPSDM Provinsi 
DKI Jakarta sangat tergantung pada efektivitas program dan kegiatan yang dijalankan, serta kemam-
puannya dalam mengatasi potensi hambatan dan tantangan yang muncul. Evaluasi menyeluruh terha-
dap aspek-aspek tersebut menjadi kunci untuk mengoptimalkan kontribusi BPSDM dalam mendukung 
pengembangan SDM di Provinsi DKI Jakarta.

8. Rencana Kedepan Guna Meningkatkan Capaian
Untuk meningkatkan capaian kinerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta ke depan, diperlukan rencana 

aksi yang komprehensif dan terstruktur, Guna mengoptimalkan capaian Indeks Sistem Merit Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi yang terdiri dari : 

Tabel 31.
Rencana Aksi Tahun 2024
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Adapun rencana aksi pengembangan kompetensi yang perlu dipertimbangkan kedepan antara lain: 
Pertama, dalam hal pengembangan kompetensi, BPSDM Provinsi DKI Jakarta akan mempertim-

bangkan perluasan dan diversifikasi program pelatihan. Menyesuaikan kurikulum dengan perkemban-
gan terkini dan menjangkau berbagai lapisan ASN dapat meningkatkan dampak positif pada pengem-
bangan SDM di Provinsi DKI Jakarta.

Kedua, peningkatan teknologi informasi. Penggunaan sistem yang terotomatisasi dapat mem-
permudah pelaksanaan, pelaporan, pemantauan secara efisien. Selain itu, penerapan teknologi dapat 
meningkatkan akurasi data dan meminimalkan risiko kesalahan serta mempercepat layanan yang diber-
ikan.

Pada sisi manajemen pengetahuan, memperkuat budaya berbagi pengetahuan dan meningkat-
kan aksesibilitas informasi dapat diwujudkan melalui platform digital. Pembentukan forum diskusi, ba-
sis data pengetahuan, dan pelibatan aktif OPD dan ASN dalam pengembangan inovasi dapat menjadi 
langkah-langkah strategis. Peningkatan sumber daya dan infrastruktur teknologi informasi akan menjadi 
investasi yang krusial untuk mencapai tujuan ini.

Efisiensi anggaran dapat ditingkatkan dengan menyusun kebijakan pengelolaan keuangan yang 
lebih terinci dan responsif. Evaluasi rutin terhadap alokasi anggaran, pemantauan terhadap penggunaan 
dana, dan penyesuaian strategis sesuai kebutuhan aktual dapat membantu mengoptimalkan penggu-
naan anggaran yang tersedia.

Terakhir, kolaborasi dengan SKPD lainnya dan partisipasi dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD) 
dapat ditingkatkan melalui pembentukan tim lintas-sektor. Membuat perjanjian kerjasama yang jelas 
dan mengidentifikasi tanggung jawab bersama dalam pencapaian tujuan strategis akan memperkuat 
sinergi dan dampak positif terhadap kinerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Peningkatan komunikasi dan 
koordinasi antarlembaga juga dapat menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama.

Rencana aksi ini haruslah disusun secara berkelanjutan, melibatkan stakeholder internal dan ekster-
nal, serta mempertimbangkan evaluasi berkala untuk memastikan implementasi yang efektif. Dengan 
mengadopsi langkah-langkah ini, BPSDM Provinsi DKI Jakarta dapat memastikan peningkatan berkelan-
jutan dalam mendukung pengembangan SDM di Provinsi DKI Jakarta.

BPSDM juga telah menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP dan PMPRB Tahun 2022 dengan diterbit-
kannya Berita Acara hasil Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP dan PMPRB pada tahun 2023 sebagaimana 
terlampir: 
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C. Sumber Daya Manusia
Pegawai BPSDM Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2023 berjumlah 106 Orang Pegawai dengan 

rincian sebagai berikut: 
1.	 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenjang Kepangkatan

Ditinjau berdasarkan kepangkatan, sebagian besar pegawai berada pada pangkat III/d dengan 
total 25 orang (23,58%) dan sebanyak 10 orang (9,4%) dari jabatan Fungsional Widyaiswara dari to-
tal pegawai sebanyak 106 orang (100%). Urutan kedua terbesar adalah pangkat III/b dengan total 
17 orang (16,03%) dan sebanyak 16 orang (15,09%) dari jabatan pelaksana. Data ini menunjukkan 
pegawai yang berada pada pangkat III/d, III/c dan III/b hamper mendominasi sehingga memiliki 
kesempatan untuk mengembangkan karir. Hal ini merupakan potensi yang dimiliki BPSDM dan 
perlu dikembangkan melalui pembinaan pengembangan karir pegawai agar potensi pegawai 
dapat dimanfaatkan secara optimal. 

2.	Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan
Ditinjau berdasarkan jabatan, sebagian besar pegawai berada pada jabatan Pelaksana dengan 
total 47 orang atau 44,33% dan sebanyak 40 orang atau 37,73% dari jabatan Fungsional Widy-
aiswara dari total pegawai sebanyak 106 orang (100%). Data ini menunjukkan pegawai yang bera-
da pada jabatan struktural sebanyak 11 orang atau 10,37% dan sebanyak 8 orang atau 7,54% yaitu 
jabatan sub kelompok. Hal ini merupakan modal SDM yang dimiliki dan perlu dikembangkan 
melalui pembinaan pengembangan kompetensi pegawai agar potensi pegawai dapat diberday-
akan secara penuh. 

Tabel 32.
Pegawai Berdasarkan Jenjang Kepangkatan
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Tabel 33.
Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan

3.	Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan 
Distribusi pegawai BPSDM Provinsi DKI Jakarta berdasarkan pendidikan menunjukkan sebagian 
besar pegawai adalah aparatur yang memiliki tingkat pendidikan S2 ke atas dengan proporsi: S2 
sebanyak 48 orang (45,28%), sedangkan S1 sebanyak 26 orang atau sebesar 24,52%. Dengan kata 
lain, 69,81% pegawai BPSDM Provinsi DKI Jakarta atau sebanyak 74 orang adalah mereka yang 
telah menyelesaikan pendidikan S1 dan S2, sehingga memiliki kompetensi untuk mengidentifi-
kasi permasalahan, menganalisisnya dan menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah den-
gan metode ilmiah. Kompetensi ini sangat dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan dalam hal 
pelayanan kepada ASN di Provinsi DKI Jakarta, terutama dalam menggunakan data dan infor-
masi, menemukenali permasalahan, dan membuat kebijakan yang relevan untuk menyelesaikan 
permasalahan tersebut. 
Sementara, sebanyak 9 orang (8,49%) adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan 
Strata 3, dan terdapat di jabatan Funsional Widyaiswara. Sedangkan selebihnya berpendidikan 
D4 dan D3 dimana kebanyakan dari mereka adalah PNS yang diangkat antara tahun 2005-2010 
yang berarti masih ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. 
Sedangkan sebanyak 13 orang (12,26%) pegawai berpendidikan SMA. Jumlah pegawai BPSDM 
pada saat ini mengalami kekurangan terutama pada tingkat pelaksana, sehingga belum dapat 
dikatakan bahwa pegawai sudah sesuai dengan kebutuhan. 
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Tabel 34.
Pegawai Berdasarkan Pendidikan

4.	Distribusi Pegawai Berdasarkan Usia
Pegawai BPSDM Provinsi DKI Jakarta paling banyak berada di kelompok umur lebih dari 51-60 
tahun, yaitu 38,67% atau 41 orang. Kelompok umur yang paling sedikit adalah kelompok umur di 
atas 60 tahun, yaitu hanya sebesar yaitu 4,71% atau 5 orang. Tabel di bawah menunjukkan bahwa 
dalam 2 tahun (2023-2025) yang akan datang terdapat ….. orang atau …,…% pegawai yang akan 
pensiun. Hal ini harus segera diantisipasi dengan menambah jumlah pegawai sesuai dengan 
analisis beban kerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta periode Tahun 2023-2026. 
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Tabel 35.
Pegawai Berdasarkan Usia

5.	Distribusi Pegawai Berdasarkan Agama Kepercayaan
Pegawai BPSDM Provinsi DKI Jakarta paling banyak berada di agama Islam sebanyak 96 orang, 
yaitu 90,56%. Yang kedua agama Kristen yaitu sebesar 5,66% atau 6 orang. Diikuti dengan Katolik 
sebanyak 3 orang dan Hindu sebanyak 1 orang.
Tabel di bawah menunjukkan data per 31 Desember 2023, sebagai berikut: 

Tabel 36.
Pegawai Berdasarkan Agama Kepercayaan
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6.	Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Pegawai BPSDM Provinsi DKI Jakarta paling banyak jenis kelamin laki-laki sebanyak 62 orang 
(58,49%) dan Perempuan sebanyak 44 orang atau (41,50%). 
 Tabel di bawah menunjukkan data per 31 Desember 2023, sebagai berikut:

D. Realisasi Anggaran 
Dalam rangka mencapai kinerja, BPSDM Provinsi DKI Jakarta tidak dapat dilepaskan dari segi ang-
garan di Tahun Anggaran 2023, maka ada beberapa yang telah didapatkan efisiensi maupun kualitas 
pelaksanaan anggaran seperti yang tertera pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, adapun realisasi ang-
garan pada BPSDM adalah sebagai berikut:
1.	 Realisasi per Program Terdapat 2 Program Utama dan 1 Program Penunjang yang terdapat pada 

BPSDM 

Tabel 37.
Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 38.
Realisasi Program Kepegawaian Daerah

Sumber: DPA Perubahan BPSDM Provinsi DKI Jakarta
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Tabel 39.
Realisasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tabel 40.
Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sumber: DPA Perubahan BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Sumber: DPA Perubahan BPSDM Provinsi DKI Jakarta

2.	 Realisasi per Program Terdapat 2 Program Utama dan 1 Program Penunjang yang terdapat pada 
BPSDM 
a. Realisasi pada BPSDM Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut: 
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LAMPIRANPENDAHULUAN

BAB IV
PENUTUP
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KesimpulanA.
Pencapaian Kinerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai target kinerja tahun 2023 mem-

buktikan dedikasi dan sinergi yang luar biasa. Dalam setiap langkahnya, BPSDM merancang dan melak-
sanakan strategi secara terencana, dimulai dari penyusunan Renstra hingga Rencana Kerja beserta alo-
kasi anggaran tahunan. Sinergi yang mengalir dari pejabat Eselon 3 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran 
hingga pelaksana yang terlibat dalam tugas melibatkan seluruh jajaran dalam pencapaian kinerja tahun 
2023.

Selanjutnya, berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani Kepala BPSDM 
Provinsi DKI Jakarta selaku Pihak Pertama dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Pihak Kedua telah 
ditetapkan 1 sasaran strategis BPSDM Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2023 yaitu: Peningkatan kompe-
tensi ASN dalam rangka menciptakan agen perubahan dan penggerak partisipasi masyarakat dengan 2 
indikator yaitu:
•	 Indeks Sistem Merit pada aspek dan Sub Aspek Lingkup BPSDM;
•	 Nilai Dimensi pengembangan kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN

BPSDM Provinsi DKI Jakarta, sebagai garda terdepan pengembangan kompetensi ASN di Provinsi 
DKI Jakarta, berupaya maksimal memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Segala langkah dan keber-
hasilan ini tak lepas dari peran aktif semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang 
dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugas dan fungsinya. BPSDM Provinsi DKI Jakarta bukan 
hanya memenuhi target kinerja, tetapi juga menjadi motor penggerak bagi perubahan positif dalam 
lingkup ASN.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini menjadi bukti nyata keberhasilan BPSDM 
Provinsi DKI Jakarta, di tengah tantangan dan dinamika, BPSDM tetap berhasil mencapai target sasaran 
dan indikator kinerja dengan penuh dedikasi. Sebagai sumber informasi kunci, laporan ini tidak hanya 
memenuhi kewajiban monitoring dan evaluasi dari Gubernur, tetapi juga menjadi pilar dalam pengam-
bilan keputusan untuk terus meningkatkan kinerja dan prestasi BPSDM Provinsi DKI Jakarta di masa 
yang akan datang.

BAB IV.
PENUTUP
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SARAN DAN REKOMENDASIB.
Berdasarkan pencapaian yang membanggakan dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta, tantangan untuk 

tetap komitmen dalam meningkatkan pelayanan kepada ASN di Provinsi DKI Jakarta maupun di Kemen-
terian/Lembaga/Daerah se-Indonesia menjadi sebuah panggilan. Dalam rangka menjawab panggilan 
tersebut, terdapat beberapa saran dan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan:
1.	 Menggalakkan Revolusi Teknologi dalam Pendidikan (EdTech):

Melangkah lebih jauh dalam memaksimalkan teknologi dan media sosial, BPSDM dapat memimpin 
perubahan melalui pengembangan platform pelatihan daring yang inovatif. Merangkul teknologi sep-
erti aplikasi pelatihan daring dan model pelatihan blended (online dan offline) akan memungkinkan 
partisipasi ASN yang terbatas secara geografis. Ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas pelatihan, 
tetapi juga membantu memasukkan elemen interaktif dan pengalaman belajar yang lebih mendalam.

2.	 Implementasi Sistem Penghargaan dan Sanksi yang Adil:
Reward dan punishment yang diterapkan harus bersifat adil dan proporsional. BPSDM Provinsi DKI Ja-
karta dapat merancang sistem penghargaan yang tidak hanya mencakup pujian formal, tetapi juga in-
sentif-insetif positif seperti kesempatan pengembangan karir atau partisipasi dalam proyek strategis. 
Di samping itu, sanksi juga perlu bersifat mendidik dan bersifat korektif untuk memastikan keadilan 
dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas.

3.	 Evaluasi Pelayanan Secara Holistik:
Evaluasi pelayanan pelatihan tidak hanya sebatas pada aspek teknis, melainkan juga mempertim-
bangkan aspek kepuasan peserta, dampak langsung pada pekerjaan, dan keterlibatan yang diperoleh. 
Melakukan survei kepuasan secara berkala, mengadakan forum diskusi, dan melibatkan para peserta 
dalam penilaian program akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang efektivitas pela-
tihan dan membuka peluang untuk perbaikan berkelanjutan.

Dengan menerapkan saran dan rekomendasi ini, BPSDM Provinsi DKI Jakarta tidak hanya berkomit-
men untuk meningkatkan pelayanan kepada ASN, tetapi juga menjadi pelopor dalam inovasi pendi-
dikan dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan tetap membumikan setiap langkah strategis, 
BPSDM Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi ASN Provinsi 
DKI Jakarta dan lebih jauh lagi, menginspirasi perkembangan sektor publik di Indonesia.
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Perkin Eselon 21.
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Penghargaan dan Inovasi2.
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Kegiatan3.
a. Pada 30 November s.d 1 Desember 2023, BPSDM Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Kegia-

tan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan (Family Development Program) bagi DWP dan 
TP PKK Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 yang berlokasi di Hotel Millennium Jakarta. 
Kegiatan ini diawali dengan Penyampaian Sambutan oleh Bapak Mochamad Miftahulloh Tamary, 
S.STP., M.T., M.Sc., selaku Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Serta dihadiri oleh Ibu Mirdiyanti se-
laku Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Endang Lestari selaku Ketua DWP Provinsi DKI Jakarta 
dan Ibu Suniyati selaku Wakil Ketua DWP Provinsi DKI Jakarta. Dalam kegiatan ini, para peserta 
mendapatkan materi yang sangat bermanfaat dari narasumber yang hebat, yaitu:
1)	 Peningkatan potensi perempuan dan etika berorganisasi dari Ibu Wien Ritola Tasmaya;
2)	Table manner dan Personal Branding dari Bapak Sandra Erawanto;
3)	Manajemen stress dari Bapak Edward Andriyanto;
4)	Kelas make up dari Ibu Rahmah Sholika dan Ibu Faben Feby Ramdiani.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, terutama dalam 
upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam menghadapi dinamika perubahan zaman 
yang semakin cepat. Dengan meningkatkan kompetensi, para peserta dapat lebih siap dan mam-
pu menghadapi berbagai tantangan yang muncul di era globalisasi
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b. Pada hari Selasa, 30 Mei 2023 Bapak Mochamad Miftahulloh Tamary, S.STP., M.T., M.Sc. selaku Kepa-
la BPSDM Provinsi DKI Jakarta mewakili Sekda Provinsi DKI Jakarta menutup Pelatihan Dasar 
CPNS Golongan III Angkatan 156-162 dan Golongan II Angkatan 36-40 di Lingkungan Provinsi DKI 
Jakarta yang berjumlah 423 peserta. Selamat kepada para CPNS, Semoga pelatihan yang telah 
dijalani dapat menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berkarakter, berintegritas dan 
berlandaskan pada core values ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksa-
na kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa

c.	 Pada Selasa 17 Oktober 2023, BPSDM Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Pening-
katan Kompetensi Kepemimpinan Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi peserta Pelatihan Kepemi-
mpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2023, yang berlokasi di 
bertempat di Gedung Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini diawali dengan laporan 
penyelenggaraan oleh Ibu Indang Murningsih, S.Pd., M.M., selaku Kepala Bidang Pengemban-
gan Dasar Manajerial dan Fungsional BPSDM Provinsi DKI Jakarta, dilanjutkan dengan sambutan 
oleh Bapak Mochamad Miftahulloh Tamary, S.STP., M.T., M.Sc., selaku Kepala BPSDM Provinsi DKI 
Jakarta, kemudian pemberian arahan dan pembukaan secara resmi oleh Bapak Drs. Heru Budi 
Hartono, M.M., selaku Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 450 peserta yang 
terdiri dari 94 orang peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan 356 orang peserta 
Pelatihan Kepemimpinan Pegawas (PKP) Tahun 2023. Materi yang diberikan dalam kegiatan ini 
adalah sebagai berikut:

1)	 Peran Kepemimpinan TNI dalam menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat 
dari Bapak Mayor Jenderal TNI Mohamad Hasan, S.H.

2)	Peran Kepemimpinan Kepolisian Republik Indonesia dalam menciptakan stabilitas keamanan 
dan ketertiban masyarakat dari Bapak Kombes Pol. Nurcholis, S.I.K., M.Si.

3)	Aparatur Sipil Negara Bersih Narkoba dari Bapak Joko Purnomo, S.E., M.M., M.Si.
Dengan adanya acara ini, diharapkan rekan-rekan ASN dapat memberikan pelayanan yang berkuali-

tas dan akuntabel kepada masyarakat, serta memperkuat implementasi core values ASN BerAKH-
LAK dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional.
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d. Pengarahan Para Pejabat Eselon 3 Di Taman Ismail Marjuki

e. Talkshow Transisi  Jakarta Menjadi Kota Bisnis

f.	 Paparan dan Presentasi Rencana Aksi Peserta DUTEP dan Seleksi Pegawai Tugas Belajar
g.	Podcast Rabu Belajar
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h. Kesamaptaan Para Peserta Pelatihan Dasar ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

j. Sinergitas Antara NSW dan Sektor Pendidikan Indonesia

i.	 Rakornas Kepala BPSDM seluruh Indonesia
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k.	Sosialisasi Jakarta Corporate University di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

l.	 Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa
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